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ABSTRAK

Riton Amarullah, 2025. Efektivitas Penerapan E-Government i Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat, Dibimbing oleh
Dir. Drs. Abdul Mahsvar, M. 51 dan Dr. Nur Wahid, 5.50s_M.5i

Pencrapan  e-government  sehagai  sulah  satu strategi  pemerintoh  dalam
meningkatakon penyelenggaraan pelayanan publik pads instansi pemerintah di
daerah-daersh pada khususnya masih menemuoi beberapa kendala schingga
mempengaruhi efektivitas dolam pelaksensannys. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis efektivitas penerapan e-govenunens melaloi digitalisasi pelayanan
yvang diukur pada dimensi ketepatan sasamn program, sosaalisas progrom, ujuan
program, dan pemantouan pelaksanaan program.

Metode penelitian yang digunakan adalsh pendekatan kuantiutif dengan tipe
deskriptif, data penelitian diperoleh dari sejumlah responden wargs masyarskut
yang dilaveni sebanyak 75 orang deri populasi yang ada, penarikan sampel
digunakan reknik aksidental sampling. Pengumpulanan data menggunakan angket,
wowancira dan observasi. Date penelitian dianalisis secaro deskriptii kuantivagif
menggunakan tubnlasi frekuensi dan analisis persentase berdasarkan hasil kor
penilaian responden dan ndikator yvang sudah ditemtukan dan  selanjutnya
persentase peniluian dikategorisasi berdusarkan standar efekinvitas yonge ada.

Hasil penelitian menunjukan indikator ketepatan sasaran program diperoleh skor
tertinggi yving mencapai 84,17% herada pada kategon sangar cfektif, dun indikator
lainnya berada pada kategori cukup efektif masing-masing sosialisasi program
dengan skor 79.17%. tujuan program dengan skor 70.67%, das pemantauan
pelaksanaan program dengan skor 76,50% . Capaian skor efekitivitas secara rain-rata
dapar disimpuolkan ringkat efekiivitas penerapan e-government secara kesslurshan
dapar dikategorikan cukup efekiit, sehingga penarapan sistam digitalisagi pelayanan
pada instansi ini masih perlo dioptimalkan melaloi peningkatan kapasitas sarmna
dan prasarana teknologi pelayanan, peningkaton kunlias Sumber Daya Manusia,
dan peningkatan literasi teknologi massarukol vang dilayani,

Kata kunci: e-government, digitalisasi, pelayanan publik
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BARB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Salah sutu aspek penting dalam penyelenggarman pemenintahan adalah
pelaksnaan pelayanan publik kepada warga masyamkat selain dan fungsi-
fungsi penyelenguuraan pemenntehun mnnye yang dilaksanakan oleh birokras
pemenntahan, Penyelenggarnin pelavanan publik metupakan suatu tugas utama
pemenntah dan kewajiban bagi seluruh apanstur penyelenggara pemenrintahan
untuk  melaksanakannya  sesual dengan  pringip-prinsip  penvelenggaraan
pemenatahan yang baik (goed govemnance). Peluksanaon pelovanan publik
menjadi bukti kehadiran pemerinah di tengah masyarakat. Mahsyar, 2011

Peayelenggaman pelavanan pablik di Indonesia secars terus mensrus dan
berkesinambungan dilingkatkon Kualitasnyva oleh pemenntab sesum dengan
amanat konsiiusi vang dijelaskan dalam Undang-Undang Newmor 25 tahun 2009
tentang Pelayvanan Publik. Berbapgai peratvran pemerintth raupun persuran-
peraturan lainnya yang menjabarkan s undang-undang tersebut supaya dapat
terlaksana dengan baik telah esedia pada berbagal instansi baik pada level
kementrian sampai pada tingkat daerah kabupatenkota. Secara  khusus
penyelengoaraan  pelavanan pada bidang pencatatan  sipil  adminisirasi
kependudukan 1elah dibuat sturan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 7 Tabun 2019 Tentang Pelavanan Administrasi

Kependudukan Secara Online.



Salah satu wpaya pemerintah wntuk meningkatkan koalitas pelayvanan
publik adalah dengan menggunakan sistem melal e-govermment dengan
berhagai aplikasi dalam platform digitalisesi pelayanan publik vang merupakan
inovasi dari setiap instansi pemerintah. i Indenesia kebijakan mengenai e-
government telah ditetapkan dalam kebijakan pemenniah mengenai Sistem
Pemerinteh Berbasis Elektromk (SPBE) sang ditusngkan dalam Peraturun
Presaden Nomer 95 Tahun 2018, SPBE tidak lain merupakan upaya Pemerintuh
Indenesia unmk memodermisasi sektor pemermtahan dengan memanfaatkan
teknoloei informasi. Melalm pengrunasn teknologi vang tepst. diharapkan
pelayunan publik dapat lebih efisien, tanspamn, don dapat memenuhi kebutuhan
mesyarakat secarn lebih baik. Atas dasar peraturan tersebol, maka digitalisasi
pelayuran publik pada berbagai aspek bukun lagi menjudi keniscayann, eleh
sebab it seluraly perangkat pendukung penerapan peraturan tersebat harus
segera disediskan seperti kesiapan sumber diya manusia pelaksana, ketersedisan
warang dan prisarang erutima jasingan intemel beserta cepala kelengkapannya
Kemudion yang tidak kaloh pentingnya adalah kesiapan warga masyarokal yang
menjadi target pelayanan harus nampu beradaptasi dengan segala bentuk
penyelenggaraan pefayanan publik berbasis digital yang diperiukan.

Electromic government vang diterapkan di Indonesia melalui Sistem
Pemerintahan Berbasis  Elektronik (SPBE) tersebut odak lain merupakan
penyelenggaraan pemerintaban dengan mengeunakan teknolog informast serta

komunikasi vang ditujukon guna mencipiakon tota kelola pemeriniah dan



pelavanan publik yang efektif, transparan bersih, akuntabel, berkualitas dan
terpercaya (Pangerapan, et.al., 2022).

Praktek penvelenggaraan pemenntahan berbasis clektronik tersebut,
khususnya dalam pelaysnan publik, pada kenyatwannya meskipun berbagai
instunsi di Indonesie baik instansi pemerintah pusat sampai instanst pemerintah
pada tmgkat desa sudah meagimplementasikun kebijukan-kebijokan SPBE
tersebul, namun pada beberapa kasus dimana masyarakat belum optimal
kepuasannys dori pelayanan vang diperoleh dari aparat peyelenggara pelayanan,
Kondisi im dapat dilihat pada hasil survai yang dilaporkan oleh Ombudsman
Republik Indonesia pada Laporan Kinerja Ombadsman Kuartal ke 1 thun 2023
(selamu  April-Juni) memperlihatkan secara nasional luporan  masyvarakil
terhadap dugain moladministrasi mencapad 2070 Kasus kelika menggenakan
layanan publik {Ombudsman.godd. 2024). Fenomena tersebut menunjukkan
bahwa masih terdapat permasalahan dalam penveleng raraan pelayanan publik
di Indonecin

Bebernpa hasil penclinan jugs menunpukkan berbagai  Kasus-kosus
penyelenggaraan pelayanan publik Derbasis digial atau e-govermemnet juga
menunjukkan hasil vang belum optimal karena berbagai sebab. Seperti hasil
penelitian dard Nuralim dan Navasari (2023 ) menemukan bahwa tidak efektifnva
penerapan e-government dalam sistem informasi desa disebabkan oleh dua
faktor wailn  kapasitas  sumber daya  manusia aparal  dan ketersedinan
infrastrukiur, Pada beberapa penelition vang lain joga menemukan masih

lemahnya penerapan ¢-govermment baik dakim sisiem pengelolsan organisasi,



penyelenggarnan pelavanan publik., beberapas kendala terschut  diantaranya
kemampuoan pegawal dalam mengoperasikan sistem digital vang ada, dan juga
keterbatasan kemampuin masvarakat dalam menggunakan aplikasi pelayanan
berbasis digital (Rizal et aly 2022 Puird & Reviandani, 2023; Nurlaila et al.,
2024; Tuufig ot al, 2019). Persoulmn yang dihadapi dalam pemunfaatm
pelayanan melaluy aplikasi internel juga ditemukan dan peseliban yang sudsh
diluksunakan pads instansi seperti peagguna atau operator pelayanan belum
terbinsa memanfaatkan fasilitas teknologi pelayanan begitu juga dengan warga
vang dilovani belum terbiasa memanfastkan fasilitas teknolom  informas
schingga masyarakot masih tetap dotang ke kantor untuk memperoleh pelayanan,
seperth halnva dalam  penvelenggarann pelavanon pada  instansi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Oktavia & Choirivah, 2023, Safira etul,
2023).

Sejalm dengan peneclitian terdahulu tersebut, dalam kajinn 1m0 juga
penulis mencohs melihal heberipa Kasos vang serupa renjadi pada beberapa
instansi pemerintah rerkait dengan pelaksanaan & gocernment khusugnya dalam
pelavanan publik vang ada pada instans pemenntah vakni Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahers Barat, Berdasarkan hasil surved awal
vang dilaksanakan masih ditemukan beberapa masalah  terkait dengan
pelaksonoan e-government tersebut schinggn harwpan penvelengenrn pelayanan
dalam mengefekiifkan penvelenggaraan  pelavanan pencatatan zipil belum
mencapei target secara optimal. Scrnentara bagi warga masyarakit masih banyak

juga yvang belum mengerti dun paham tentang pemanfaatan sistem pelayanun



berbasis intermet atan pelayanan digital sehingga hal ini membuat petugas harus
mendampingi tertutama dalam melakukan pengmputan data,

Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil meliputi berbagai jenis
dokumen kependudukan yang dapat dinrs melalui aplikasi pada internet secam
online antara lain adalah pengurnsan Akta Kelshiran, Akta Kematian, Karu
Tanda Penduduk (KTF), Kartn Indoncsia Anak (KIA), Kartu Keluarga (KK,
Sural keterungan FindalvSKPWNI, Surat Keterangan Datang'SKDWNI, Akta
Perkawinan, Akta Perccruian, Kecuali pelavanan KTP yang memiliki sisicm
pelavanan digital sccara nasional, semua jenis pelayanan pada Kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kahapaicn Halmaher: Barat tersebut sudah
dapat diakses langsung cleh warga secara personal langsung dan gadget yang
dimiliki { Handphone, pad, kompuicr, lapiop).

Sejalun dengan permasalahan-permasalahan terk ot dengan efektivitas
pelaksanaan e-government tersebut, maka menarik melakukan penelitian dengan
menggunakan pendekatan dan sudut pandang teori dan konsep efekiivitas
ponggunann sustu sisiem, alat atou program yang sudsh ditetapkan olch
pemerintah, seperti halnyn efcktivitas penggunaan fasilitas pelayanan dengan
menggunikan tekhnologi informast dan komunikasi yang berbasis online system
sebagai salah satu bentuk pelaksanaan ¢-govermment

Implemeéntasi program e-governmen! merupokan upava pemeriniah
untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik pada berbagai
sekior pelavanan ferviama pelayanan adminisirail sepert vang ada pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Organisasi apapun benuknya selalu



berupava untuk meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan organisasinya.
Efekrif atau efektivitas disrtikan cebagai kesesuaian antara luaran dengan tujuan
vang telah ditetsphan sebelumnyd (Muwardi & Sukmana, 2024). Dalam
menganalisis  dan  mengukur  Susty  program  dapar  dilakukan  denpgan
menggunikan vanabel seperti ketepatan sasaran program, sosialisasi program,
tujuan program dan pemantasan program, Dalam penerapan e-govemnmment pada
irestansi Dings hependudukan dan Pencatatan Sipil Kabaparen Halmahera Baran,
dilihat pada aspek efektivitas aplikasi layanan berbasis online yang diterpkan
masih dijumpai  beberapa kendala mawpun  hambhatan-hambastan  dalam
pelaksanaannya, oleh karena itu melalu penelitian ini dapat mengunghap faktor
penyebab uniok mendapar penanganan lebib lanjur
. Rumusan Masalah Penelition

Pengkajian mengenai efektivitas pelaksanaan ¢-poveminent pada sebuah
inctansi dapat meliputi banyak aspek, dalam pengkajian ini indikstor efektivitas
vang dijadikan rujukan seperti yang dikemukakan oleh Budiani (2007) yang
dimumuskan dalam permasalahan perclition sehagai berikut;

I. Bagaimane ketepatan sasaran program dalam penyvelenggaroan pelayvanon
melalui aplikasi ¢-government pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Hafmahera Barat?

2. Bagaimana sosialisasi program penerapan e-govermment yang disampaikan
oleh instansi pelaksana dalsm penyelenggaraan pelayanan pada Dings

Kependudukan dun Pencatatan Sipil Kubupaten Halmehera Barui?



3. Apakah program e-government dapat tercapai sesual dengan tujuan program
vang diinginkan dalam pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Halmahera Barat?

4, Apakah pemantsuan pelaksanaan program dilakukon oleh petugas secam
rutin uniuk mengetahui kendala dalaom pelayanen di Dinas Kependudukan
dun Pencatatan Sipil Kabopaten Halmahera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalsh:

I. Untuk wmengetabui ketepatan sasaran program  doalam  penvelenggaman
pelayanan melalui aphkusi e-government pada Dinos Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahers Bural.

]

. Unmk mendeskripsikan sosinlisnsi progrum penerapan c-@0vernment vang
disampaikan oleh instansi pelaksana dalam penyelenggaraan pelavanan pada
Drnas Kependedukan dan Pencataan Sipil Kabupaten Halimahera Barat.

3. Unmk mende<kripsikan program e-government dapat tercapai secum dengan
tujuan program vang diinginkan dalam pelayonen pada Dinas Kependudukan
dien Pencatatan Sipil Kabupatena Halinahera Barat,

4, Uniuk mendeskripsikan pemantzuan pelaksanaan program dilakukan oleh
petupas secara rutin untuk mengetabu kendala dalam pelavanan di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat.

D, Manfaat Penelitian

Hasil penelitan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan

baik secara akademik tooritis dan praks sebagai berikun



1. Manfaat akademis
Hasil penclitian i diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi - dalam
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BABII
TINJAUAN PUSTARKA
A, Penelitian Terdahulo

Penclitian tentang c-government telah banyak dilakukan dan menjodi isu

utamna vung terkail dengan penyelenggaraan birokrasi pemerintahan. Pencrapan
e-government dalam kancah penelitian terutama yang terkait dengan studi yang
dilakukan sesum dengan lingkup pencliian mengena clektivitas pencrupan e-
government pada Dinas Kependedukan Jdan Pencatatan Sipil. Hasil-hasil
penelition terdahulu yang relevan menjadi rujukan penelitian ini sebagai berikut:
1. Ahfiuh Arum Muwardi dun Hendra Sukmana (2027} vang ditlis dolam
anikal berjudul Efektivitas Website Plavon Dukcapil dalam Pelayanan
Administrasi Kependudukan pada Pemerintih Desa Peoambangan termus
dalam Jurnal Indonesian Joumal of Public Review. Penelitian yang
menggunekan peadekstan kuslitatil mengkaji aspey efektivitas pada erpa
dimensi yuity kKetepalan Susaran  program, sosjalisss  program.  tujoan
program, dan pemantauan program, Hasil penelitian mesemiukan  dor
kecmpal dimensi ersebul aspek sosialisasi progrim vang belum maksimal
terlaksana sehingga masyarakat banyak belum mengetahui penggunaan
aplikasi internet dalam pelavanan adminiztrasi di desa. Letak perbedaan
dengan penelitian yang dilaksanakan ind ada pada aspek fokasi dan instansi
tempat  penclitian, pendekatan  penelitian  dan  metode  analisis  yang

dipergunakan,



2, Penchitian Otong Husni Taufig, Dini Yuliani, dan Dadan Hermawandi (201%)
artikel berjudul Tats Kelola Pemerintah Desa Berbasis E-Government vang
ditulis pada jurnal Dinamika: Jurnal [mish [mo Administrasi Negara.
Penclitian yang menggunakan pendckatan kualitutif menghaji tata kelola
pemerintaban desa berbasis c-government dengan menggunakun komsep
soilust dalam e-government terdin dan tga tuhap yakni tahap informas, tshap
unteriksi, dan whap transformasi, Hasil kajian menanjukkan pelaksanaan e-
governmen! paling hanyak baru sampar pads tahap informasi arfinya
masvarakat baru sebatas mengakses ketersedinan informasi rerkait dengan
peluyanan dan administrasi pemenntahan dess, dan hanya sebaguan keeil
puda whap ineraksi vakni interksi langsung pemangku kepentingan dengan
pewrerintah melaln aplikasi saluran komunikast yang ersedin. Sedangkan
peda tahap transformasi yoknd semua layanan pemenntah melalui eknologl
mfomas yang tenntegrast dapat digunakan oleh masyarakat yang memuiliki
akun persapal untuk dimanfaatkan dalom berbagai pelovanan publik yvang
dibutuhkan oleh masyarakat. Peneliia tersebut menjudi rujukan unuk
mclihat sisi perbedaan penerapan e-government pada instansi yvang berbeda
dengan mengzgunakan elemen-elemen tahap penerapan e-government.

3. Pepelitian Ihsan Nuralim dan Suci Navasary (2023) vang ditulis pada artikel
berjudul Efektivitas Sistem Informasi Desa Berbasis E-Government di Desa
Kertasaya Kecamatan Panawangan, wermuoat  dalam Prosiding Universitas
Galuh  Cimahi,  Penelitian  vang  menggunakan  pendekatan  kwalitanfl

mencimukon  bahwa erdapal dua hambatan yang  menyebabkan kurang
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clektifnya sistem informasi desa berbasis e-government vaitu kapasitas
sumber daya manusia yvang memiliki keahlian dan paham terhadap
pemantaatan teknologl informast dan komunikasi secarn online,  dan
infrastruktur teknologi nfermasi teomasuk  kapasitas saruna  teknologi
mformasi yang memadal sesuai kebutuhan  pelayanan, Penelitian yang
diluksanakan 1m memilik perbedaun dun sspek pendekatan penchitien dan
analisis, lokosi peneliian, sera melihat aspek permusalaban pada dimens
yung sama untuk mengetahul kemungkinan terdapat dimensi lain yang
menjadi penyebab kurang efektifnyn penerapan e-government.

. Penclitian Berliana Putr, dan Oktanzks Reviandan (2023) jang ditulis
dalum anikel berjudul Peperapan  E-Government Melalul  Pelaksanaan
Program KTP Digital di Kelurahan Dr. Soetomo Kota Sursbayn, termist
dalam Jumal The Indonesian Jowrnal of Public Administration, Penelitian
yang menggunakan pendekatan kualitatif, hasil penelition menunjukkan
hahwa peneripan e-government pada program KTP dipaal belum optimal
pida wilaysh penchifan tersebut Karena kweangnya sosialisasi schingga
informasi tdak sampai ke masyarakat, Celah penelitian yang dapat dilakekan
dengan merujuk pada kajian ini adalah belum diungkapkannya fakior apa saja
yving menvebabkan penyampaian informasi mengenai program digitalisasi
KTP belum sampai ke masyarakat,

. Penelitian Murlaila (2024) berjudul Transformaz Digial Pelavanan Publik:
Tantangan dan Prospek dalam Implementasi E-Government di Kabupaien

Bima vang ditlis dalam jumal Public Service and Govermance Journal,



Penclitan  vang menggunakan pendekatan  deskripstif  kuvaliwatif  ini
menemukan bahwa transformasi digitalisasi pelayanan sangat penting uniuk
membuat efisiensi pelayanan dan efekiivitasnya semakin baik. Namun dalam
implementas c-Governoient  dibadaphan pada berbagai tantangan yang
signifikan. ermasuk aksesibilitas, literasi digital, perubahan budaya dan
organisasional, dukungan pejabat, serta alokesi anggaran. Hasil penelitian ini
menjadi pembinding dari kajian vang dilakukan pada lokasi vang berbeda
dan metode vang dilakukan untuk mengidenufikasi masalah penerapan e-
government pada berbagai wilayah dan instansi.
B. Tinjauan Konsep dan Teori
1. Konsep Fiektivitas

Semua literatur manajemen menjadikan efekuviias schagai pokak
bahisan uwtama dalam setiep pembahasan mengeni pelaksanpan fungsi-
fungsi manajemen. Konsep efektivitas sering disandingkan dengan kata
efisien atau efisiensi yang selaly ditulis efisien dan ofekeif. Duri berbagsi
literatur manajemen telah hanyak didefinisikan oleh para shli mengenui
kedua konsep tersebut. Efisiensi berurti ukurn keberhasilan yang dinilai dari
seg Kuantites sumber daya yang digunakan untuk mencaps hosil dan sualo
pekerjaan. Efsiensi berarti banyak hasil yang diperoleh dari sustu kegiatan
yviung memanfaotkan sumber dava vang lebih sedikit stau sama, Efisiens jugn
dopat diartikan sebagai ketepatun atou kesesuaian dalam mengerjakan sesvai
dengan care mengopiimalkon sumber daya tenaga, wakiv, dan binya.

Sedangkan efekiivitas adalah ukuran sejaub mana suatu Kegiatan mencapai



tujuannya. Efektivitas adalah tingkat keberhasilan dalom pencapaian rujuan
vang telah ditentukan sebelumnyn. Menunit Agustina (20200 efektivitas lehih
terarsh pads tujuan vang dicapai tanpa mementingkan pengorbanan yang
dikeluarkan, Apabila hasil dar ssam kegiotan semakin mendekati najuan,
miaka tingkar efektivitasnva semakin tinggi. begitu pula schaliknva.
Handoko (2015 memberikan pengertian secara singkat kedua konsep
tersebut vabmi chsiensi adalah kemampuan unik menyelesaikan suate
pekerjaan dengan benas, sedangkan efektevitas merupakan kemampuanuntuk
mennlih sasaran yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan
yang fteleh dictapkan. Dari pengertian yang sederhana terscbut dapat
dipahami bahwa dalam mengukur kinerji suatu kegistun manajemen maka
kexlua konsep imi harus selalu bersinergi dan terwujud. Efisiensi yang
dimaksudkan sehyga penggunaan sumber daya organisast secura tepat dalam
rangks mencapai efektivitas pencapaian tujuan organisasi, namun sehaliknya
menskan penggunaan sumber daya secara ketat dapar berakibat pads tidak
optimalnya  pencapainn tujuan organisasi aian  disebot kurang  etektif.
Misalnya Kualitas sustu prisduk yang rendah atas proses  pelaksaman
pekerjaan  yang  kurang  optimal,  Secarn  singkat Subagvo  (2000)
mendefinsikan efektivitas schagai kesesuaian antara output dengan tujuan
yving ditetapkan. Efektivitas adelah svatu keadasn vang terjadi Karena

dikehendaki.



Terdapat unsur-unsur penting dan efektivitas yaitu:

a. Unsur Sumber Daya Manmusia
Sumber daya manusia menjadi pengntu utama dalam berbagai aktivitas guna
untuk mencapal suatu tujuan organisasi vang icloh di tentukan. Dalom schush
organisusi lukior sumber days manusia mempunysl wewenang dan tingguny
Juwab terhudap pengelolaan sumber days orgamsasi yang dioperasikun schingga
efektivitas harus dapat tercapam, namun schaliknya jika sumber days munuesia
yang ada dalarn organisasi tdak dapat bekerja cfektif, maka dapat dipestikan
efektivitac kerja tidak dapat tercapai.

b. Ungur Sumber Duya selain Manusia
Sumber dayn non manesia dalam organisasi merupakan unsur Keduo dad sumber
daya muinesia vang memiliki peran dalam soaty aktivitee, terdapat beberapa
sumber daya non manusia antara lain adalah modal, mesin, peralatan kerja dan
sehagainyn yang semognya tenly menunjang keberbosilan pencapaian tujuan
OrEanisEsi.

¢, Unsur hasil vang dicopiu sesum dengan tujuan
Hisil atau goals merwpakan wjean akhic dart selunah rangkalan kegiatan sebuah
organisasi. Untuk mencapai hasil yang maksimial. maka seluruh bagian kegratan
vang dilaksanakan haros menggunakan kedoa sumber dava yvaitu manusia dan
non manusia. Prosedur untuk mencapai hasil vang diinginkan membutahkan
mekanisme kerja vang efekif, Efektivitas kerja dapar tercapai  dengan
mensinerjikan ontara kedun unsur tersebut dengan sistem manajemen yang baik,

schingga terpalin sinkromisasi antara komponen didalamnvi.



Mengukur suatu efektivitas kegiatan diperlukan metode tentang cara
mengukur efekiivitas, Sumantmaja (2006:42) menyebutken bahwa pengukuran
efektivitas secara umum dupat dilihat dari hasil kegiatan vang se<uai dengan mujuan
dengan proses yang tidok membuang-bosng waktu sertn tenage. Dari pendopat
terschut tampak bahwa pada dasamya alat ukur efekifitas erictak pada wakiu yang
digunakan dulam pelaksanaan, tenaga yang melaksanakan dun hasil yang telah
diperaleh. Alut Ukur efektivitas dapat dijelaskain sebaga benikul:

a, Efcktivitas waktu. Setiap oring atin kelompok yeng melaksanakan kegiatan
mengharapkan penggunaan waktn yang minimal mungkine Hal ini herarti bahwa
wiktu sungatleh penting dalam menyelesnkan pekenoon sesuai dengan yung
dihampkan. Jike wakiy dalam menyelesaikon pekerjoan tidok sesuni demgan
Larget yiang telab ditetapkan maka i bearati kegintan tidak clektl,

b. Efektiviias tenaga, Tenaga yong dimaksud berkenaan dengan tenaga fsik dan
pikiran individuy maupun kelompok yang terlibat dalun suatn kegiatan, Tenaga
Jjuga berkenasn dengan kuantitas stan jumlah pekerja. Jike jumlah pekerja sangat
banyak dan hasil yang diperoleh tdak layak maka dapat dikatakan pekerjaan
tersebut tdak efekuif.

c. Hasil yang diperoleh. Alat ukur yang paling utama dalam mengukur efektivitas
sipatu pekerjaan adalah hasil. Pencapaian basil akhir dan suatu kegiatan dapat
dilihat dengan menyesuaikan hasil yang diperoleh dengan tujuan yang telah
disusun sebelum pekerjaan dilaksanakan. Oleh karena it sebelum kegiatan
dilaksanakan ditentukan dulu tujuan vang diharapkan, Jika mjuan tersebut tidak

scsval demgan harapan maks artinya  kegiatan  tidak efekif. Berdasarkan



pendapat di atas efckufitas dapat disimpulkan schagai suatu konsep yang sangat
penting karna efektifitas mampu menggambarkan keberhasilan suatu organisasi
dalam mencapai sasaran tujuan dan aktivitas vang dilaksanakan dibandingkan
dengan membandingkannya dengan target yang sudah ditctapkan sebelumnya
Sedungkan ( Steers, 2017) berpendapat mengenal ukuran efekiivitus, sehagai
bertkut: ) Pencapuion Tujuan adalah keseluruhan upays pencapaian tujuan harus
dipundang sebagai sustu proses. Oleh Karena itu, agar pencuopaian tujuan akhir
semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dolam arti penwhapan pencapasan
bagian-bamannya manpun pentahapan dalam am periodisasinya. Pencapaian tujuan
terdin dard beberapa faktor, yaitn: Kurun wokiu don sasaran vang merupakan target
kongkrit. b) Jueprasi yaiu pengukuran ferhudap tingkal kemampuan suatu
organisasi  uniuk  mengadakan  sosialisasi, pengembangon  Konsensus  dan
komunikasi dengon herbagai macam organisasi lainnyn. Integrass menyanghu
proses sosializasi. ¢) Adaptasi adalah kenmmpuan organisast unlk menyesuaikan
diri dengan hingkungannya, Unk o digonakon tolak ukor proses pengadoan dan
pengisian lenaga ke,
Lebih lanjur Sweers (2007) mengemukakan beberapa indikator untuk
efektivitas kinerja; meliputi:
i, Kemampuan Menyesuaikan Diri
Kemampuan manusia terbatas dalam segala hal. sehingga dengan
keterbainsannya i menyebabkan manusia tidak dapat mencapal pemenuhan
kebuiuhannya tanpa melalui kerjusama dengan orang [ain, Kunci keberhasilan

organisiasi adalah kerjasama dalam pencapstian tajuan. Seliap ofang vang masuk
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dalam organisasi dituntet untuk dapat menvesuaikan din dengan orang yang
hekerja di dalam organisasi tersebut maupun dengan pekerjaan dalam organisasi
tersehi,
b. Prestasi Kerja
Prestasi Kejn sdalah suatu hasil kerja yang dicapai sescorung dalum
meeluksanakan fugas-tugas yang dibchunkan kepada sescorang vang didassrkan
atas Kecokapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu, Dan pendapat tersebut
dapat disimpulkan babwe dengan kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan
waktu vang dimiliki oleh secrang pegawal maka tugas vang diberikan daput
dilaksisnaknn sesvai dengon tanggung jowab yong dibebankan kepadanya.
¢. Kepuasan Kerja
Kepuasun kerja yang dimaksad adalah tingkat kesenangan yang dirasa-
kan sescorang atas peranan atay pekerjaannya dalam organisasi. Tingkat rasa
puas individn bahwa mereka mendapat imbalan yang sctimpal. dan bermacam-
macam aspek situasi pekerjaun dan organisasi empat mercka berado,
d. Kualitas
Kualitas dari jasa atav produk primer vang dihasilkan oleh organisasi
menentukan efektivitas kinea dan organisast itu. Kualitas mungkin mempunyai
hanyak bentuk operasional, terutama ditentukan oleh jenis prodok atan jasa yang
dihasilkan oleh organisasi tersebut
2, Penilaian Oleh Pihuk Luar
Penilaian mengenai organisas atau unit organisasi diberikan oleh mercka
{individu atau orgamsasi) dalam lngkungan organisasi itu sendin, yaitw pihak-

pihak dengan siapa organisasi in berhubungan. Kesetiaan, kepercavasn dan
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dukungan vang diberikan kepada organisasi oleh kelompok-kelompok seperti
para petugas dan masyarakal umum

Menurut Dimdanus Ding (2004) untwk mengukur pada sejauhmana

pelaksansan suate program stan heglatan dikotakan efektif dapet digunakan
beberapa pendekatan efektivitas yakni:

a, Pendekatan sasaran {goal approach | Pendcekatan im mencoba mengukur sepauh
mana suatu lembagn berhasil mercalisasikan sasarun yang henduk dicapa,
Pendekatan sasaran dalam pengukuran efekiivitas dimulai deagan identifikas
agsaran arganiznsi dan mengukur tingkatan keberhasilan oreanicasi dalam
mengcapal  sesarn terscbut 8 Sasaran yang  penting  diperhatiban dolam
pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaron yang realistis
uniuk memberikan hasil maksimal berdasamkan sasaman resmi " official geal”
dengan  memperhatikan  permasalahan  yang  ditimbulkanoya,  dengan
memusatkan  perhatizn  terhadap aspek  output  yaitu dengan  mengukur
keberhasilan program dalam mencapai tingkat output vang direncanakan.
Dengon demikian, pendekitin inl mencoba mengukur sejouh mana organisasi
atau lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Efekuvitas,
juga selaly memperhatikan faktor wakiu pelaksanaan. Oleh karena itu, dalam
efektivitas selalu terkandung unsur waku pelaksanaan dan tujuan lercapainya
dengan wakio vang tepat maka program tersebut akan lebih efeknf. Contoh dari
pendekaton sasaron yatu apabila seaty pekeraan mempunyai Gargel menjoal
habis barangnya dalam wakiu satu minggu, dan barang tersebut terual habis

dakim wakin sa mingeu, maks pekerjsan tersebat dapat di katakan efekif.
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b. Pendekatan Sumber (svstem resowrce approgch), ini mengukur efektivitas
meclalui keberhasilan swatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam
sumber vang dibuuhkannva Suam lembaga harus dapat memperoleh berbagai
macam sumber dan juga memelihara keadsan dan sistem agar dapat menjadi
efekif. Pendekaton ini didasarkan pada teori mengenni keterbukaan sistem sunta
lembagn rerhadap lingkungannya, karean lembagn mempunysi hubungan yang
mevata dalam lnghunganuya, dimana dari lingkungan diperoleh sumber-wimber
vang terdaput pada lingkungan scringkai hersifat langka don bemnilat tinggi.
Pendekaton sumber dalam kegiatan vsaha orgenisas dilibat dari sebempa jauh
hubungan antara anggota binaan program usaha dengan lingkungan sekitam ya,
vang berusaha menjadi sumber dalam mencapai tujuan.

¢. Pendekatan proses (imternal process spproack ). Pendekatan proses menganggap
sebagai efisiensi dan kondisi keschatan dari svaw lembaga internal. Pada
lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan
bagian-hbagion vang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak
memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian serbadap kegiatan
vang dilakukan terhodop sumber-sumber vang dimiliki lembaga, yang
menggambarkan tingkat efisiensi sena keschatan lembaga.

2. Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis E-Government

Seiring dengan perkembangan ilmu  pengetahuan dan  kemajuan
teknologi  khususnya dibidang informasi dan komunikasi atau vang lehih
dikenal sekarang in dengan istilah information technology and  conumumication

(ITC) berbasis komputer, maka hal itu tidak dapat dipungkiri mempengaruhi segala

sektor kehidupan manusia dan membah perilaku dan aktivitas manusia dalam
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memanfaatkan teknologt komunikasi vang ada, Schagai konsekuensi daripada
kemajuan tekhnologi kemputer tersebut, maka man tdak man brokresi pemerintah
harus beradaptasi dengan perubshan-perubahan vang ada tersebut,

Bentuk adaptasi birokmsi wehadap kemajuan wkhnelogi informasi dan
komunikast berbasis internet tersebut, maka diaplikasikanlah berbagai bentuk
digitalisus: sistem birakrasi vang dikenal dengan istlah e-govermment. Dy Indonesia
penerapan c-govermment distur dalam kebijakan pemenniah mengena digitalisas
pemerintahan dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahon 2018
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektoronik (SPRE).

Sistem Pemerintahan Berbasis Elcktronik (SPBE)  tersebut merupakan
landasan penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan eknologi informasi
serta konminikasi vang dimjukan gune menciptakan taa kelola pomerinteh dan
pelayanan publik yang efekul, transparan bersih, ekuntabel, berkualitas dan
lerpercaya (Fangerapanm, et.al., 2022). Khusus dalam penvelenggaraan pelayvanan
publik dengan terbitnya Perpres \crschut memben moang yang Tuas bagi instansi
pemerintah dalom melukukan inovasi berupa pengembangan sistem pelayanan
berbasis digital secars online umuk meninghnikan kualits pelayanan publik.
[ndonesia berkomitmen untok mengintegrasikan teknologi informasi dalam proses
admnistmasi pemenntahan {Pratiwi, 2020; Rifaid et al., 2023). Implementasi im
tedihat dalam berbagai lavanan seperti -KTP. lavanan pajak enline, serta portal
pelayanan publik vang memudahkan masyarakat uniuk mengakses informasi dan
layanan pemerintahan secara digital.

Adopsi e=governmenl di Indomesia bertujuan untuk meningkatkan efisiensi,

mengurang mekanismea birokeasi, dan mempercepat proses administrasi, sekaligus
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mendukung  transparansi  dan  akuntabilitas  pemenntah  kepada  masyarakat
{ Abdussamad. et.al.. 2024), Implementasi e-government di Indonesia telah mengadi
sulah suto fokos wtama dalam upayn modemisasi administrasi publik, bertujuan
untuk meningkatkan cisicnst, transparansi, dan kualitas layanan publik.
E-government, sehagai salah satu bentuk pencrapan teknologi informasi dan
komunikast dalam  pemenntaban,  menawarkan berbagai  peluang  untuk
memperbaiki kinerja administrasi publik melalui otomatisasi proses, pengurangan
birokrasi, dan peningkatan akses informasi bagi masyarakal Implements e-
government tidok hanyn membuka peluang untuk transformasi administrasi publik.
tetapi juga mencipiakan kesempatan untuk pemerintah Indonesia meningkatkan
hubungan dengun masyarukatnya melaloi lnvanan vang kebih efektif dan akses vang
lebih mudah. Dengan terus mendorong pengembangan dan adopsi whnologi
informasi dan komunikasi, diharapkan Indonesia dapat mencapai pemerintahan
yang lebih chisien, transparan, dan responsif ierhadap kebutohan masvarakat secara
keselurvhan. Sasumn e-govemment Bdak lain melakokan perabahen pola peloyvanan
manwial menjadi pelayinan berbasiz elekironik vang lebih cepat, repat, efisien,
akurat dan murah, Dengan kata lain petavanan poblik yang lebih respongive dan
akuntabel, dan menghapus kesan pelayanan publik yang berbelit-belit, mahal dun
penyelesaian pelavanan yang tidak pasti (Mahavar, 2004). Penerapan e-government
akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap peran pemcrintah.
Setidaknya ada tiga fakior vang menyebabkan pentingnya e-govermment
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masyarakar (Nurhakim,

20014} vaitu:



a. Komunikasi antara sekior publik dan mavarakat menawarkan bentuk partisipasi
dan interaksi keduanya, Wakiu vang dibumbkan menjadi lebih singkat,
disamping tingkat kenvamanan pelayanan vang semakin tinggi. Selain itw,
bentuk transaksi baru akan menyebobkan meningkatknya pemahaman dan
penerimaun masyurkat terhadap indakon yang dilakukan pemerintah,

b. Tekhnolog anformasi delam peluvanan publik memungkinkan penghapuesan
struktur birokrasi dan proses yang berbelit-belit. Tujuan realistis vang hendak
dicapai melaha cyberspace adalah efisiensi pelayanan dan penghematan
financial. Informasi online dalum pelavanan publik dapat meminekatkan dermjat
pengetchuan mosyarakat mengenmn proses dan persyarotn sebuah peluyanon
publik.

E-povernment  menyajikan  juga  informasi-informas  loka!  setempat
Penggunaen  imemet dalam  sekior publik akan memungkinkan kompetisi
masyarakat Jokal dengan perkembangan global.

Mengenai definici e-government sendir, di Indonesis konotasi tentang E-
government merjuk puda penggonaan komputer dalam prosedur pelayanan yang
diselengearakan oleh crganisasi pemetiniah. Dalam Kaidab internasional, (The
World Bank Group, 2001) mendefinisikan e-government sebagai berikuot: "E-
povernment refers fo the use by povernment apencies of information technologies
(such ay Wide Area Network, the Internet, and mobile computing) that have the
ability to transform relations with citizens, bustnesses, and other arms of
government, Dari definisi vang sangal umum ini, dapat dilihat bahwa e-govermnment

merujuk pada penggunaan eknologi informasi pada lembaga pemerintah atao



lembaga publik. Tujuannya adalah agar hubungan-hubungan tata pemenntahan
yang melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakot dapat tercipta sedemikian ropa
sehingga lebih efisien dan efekif.

Penclusuran  berbagai - literatur memperlihatkan  e-government  dapat
dikuitken dengan konsep digial government atau online govermmeni dan biasanyu
dibahas dalam konteks transformwhional government. Ints dan pengertian mi adalah
penggunaan teknologi intemet vang diharapkan daput meénjadi sarana untuk
mempercepatl periukaran infonmasi. menyedishan sarana layanan don kegiatan
transaksi dengan warga masyambkat. pelaku bisnis dan tentunys pihak pemerintah
sendiri. Dilam hal ini harus dimgat bahwa yang lebih dintamakan adalah korsep
ransformasinyn, bahwa e-government bukan sckedar pemokaian weknologinya
tetap jugo keharusan bahwa pemanfaatan leknologi membual sistem pembustan
kebijakan dan pelovanan poblik akan lebih baik.

E-govermment adalah konsep yang mencakup penggunaan  teknolom
informasi dan komunikasi oleh pemesintah untuk memberikan lavanon publik,
menmgkatkan efisiensi administrasi, meningkatkan transparansi, dan memfasilitasi
purtisipa=i warga dalam proses pengambilun kepotusan, Untuk memahami konsep
g-povernment dapat dilihat pada beberapa (eon dan perspekif yang berkaitan
dengan e-government yaitu:

. Teori Sistem
Teon sistem memandang e-government sebagal suatu sistem yang terdin
dari komponen-komponen seperti input (informasil, proses (administrasi dan

ivteraksi), ourpat (layanan publik), dan vmpan balik (evaluasi dan perbaikan),



b, Teon Inovasi
Perspeknl inovasi fokus pada adopsi dan penyebaran teknnlogi baru dalam
pemenntahan. Teort ini mempertimbangkan fuktor-faktor ying mempengaruhi
penertmasn teknologl e-government oleh pemernintah dan masyarakat.
¢, Teori Perubahan Organisasi
Teari ini mempertimbangkan bagmmana e-government mempengaruhi
struktur, budaya, dan proses orgamisssd pemnenntab. Hal and mencakup
pemahaman cotang baguimana orgamssst harus berubah untuk mengadops
teknolopi informasi dan beroperasi secara efekiil,
d. Teori Partisipasi Publik
Perspekiif ini menekankan partisipasi warga dalam proses pengambilan
keputusan pemerintah melaln penggunaan eknodogi. E-eovernment dapat
memfasilitasi  keierlibatan masyvarakat dalam merancang, memantaw,  dan
imenilai kebijakan publik.
&, Teori Transparansi
Teori ini membahas penggunaan e-government untuk meningkatkan
transparansi pemerintahan dengan cara memungkinkan akses vang lebih besar
terhadap informasi dan proses pengambilun keputusan,
f. Teori Efisiensi dan Efektivitas
E-government dilibat sebagai sarana untuk meningkatkan efiziensi dan
efektivitas pelayanan publik dan  sdministrasi  pemerintahan  dengan
mengolomutisas proses, mengurang birokrasi, dan meningkotkon akscesibilitas

infonmasi.



. Teon Kebijukan Publik
Teart ini  membahas bhagaimana e-government  mempenganhi
pembentukan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik. E-government dapat
memfasilitasi proses kebijakan dengan meayediakan data dan analisis yang lebih
buik.
h. Teon Penenmaan Feknolog
Teori ini mencakup pemahaman fakior-fukror yang mempengarubi
adopsi dan  penggunaan  teknologi  e-govemment oleh  masyarakat  dan
pemenintah.

Semua teori dan perspektif i membanty memobama  bagnimans e-
government depat diimplementasikan dengan lebib efekifl don memaksimalkan
manfaatnyi bag pemenntah dan masyarakat.

Imiplementas e-govemment apabily merjuk pads teon -teon ersebot dalam
prakteknyva nidak dapar dilakukan denmsan hanva menesunakan samn teon saja
melainkan dikombinasikan antara satu teor dengan teon lainnya secara sinergitas
sesusi dengan kebutuhan slat analisis vang diperlukan pada suatu objek kajian.
Seperti halnva dalam  penelitian i ontuk melihat efekfivitas penerapan e-
government dalam pelayanan publik pada instansi Dinas Kependudukan dan
Pencatwtan Sipil di Kabupaten Halmahers Barat, maka teori-teon dalom e-
government vang epal adalah mengkombinasikan konsep-konsep yang terdapan di
dalam teorni inovasi, teori efisiensi dan efektivitas dan teon penerimaan tekhnologi,

Sejalon dengan pandangan dan teon yvoang oda maks dalam kapan ini
menggunakan  beberapa pendekatan  teori  dengan  indikator-indikator  untuk

meéngukur efekuivitas e-povernment (Budiani, 20000) yakni:



a, Ketcpatan sasaran program
Efektivitas program dapat dinkur pada aspek ketepatan sasaran program,
vakni sejauhmang peserta program tepat sasaran dengan tujuan vang telsh
ditctapkan schelumnya, Program dalam hal ini adalah pencrupan e-govermnment
didam penyelenguman pelayanan administrasi pencatan sipil pada instansi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kubupaten Halmahera Barut. Sasuran
program dalam hul ini adalah masysrakat yang membotuhkan pelayanan pada
instansi in1 vang meliputi berbagai jenis pelayanan yang masok kedalam
program digitalisas pelayanan secara online.
b. Sosiabisust program
Sosialisasi program tdek luin adalgh penvampaian informasi kepada
masyarakat rerkalt dengan program yang diterapkan olch instansi dalam
penyelenggaraan pelayanan dalam hal ini penerapan pelevinan borbasis digital
secar onling, Sosialsasi imi dimaksedkan supayn masvaraket mengetuhan dan
dapat mempersiapkan berbagal persyaratan dokumen yang diperlukan ketikan
membutuhkan pelayansn, Penyelengzaraan pelavanan herbasis e-govemment
berbeda dengan pelaksunaun pelavunan secara manual, pada pelayvanon secan
onling masvarakal harus mempersiapkan fasilitas seperti memiliki akun intermet
vang diperlukan dan melakukan penginputan data sendiri hal vang berbeda pada
pelayanan manual dimana aparst atsn petugas pelayanan yang lehih akaf,
. Tujuan program
Mendorong masyarakat untuk mendukung wijuan program e-government
ind menjadi hal wtama karena masyarakatlah yang menjadi sasaran dan program

ini, Twjuan program adaiah pedoman vang ditetapkan untuk melaksanakan
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program vang menjadi penunjuk arah dalam mencapai sasaran organisasi.
Tujuan dan  program  c-government  khosusnya  pelaksanaan  digitalisasi
pelavanan secara online adalah untuk memberikan pelavanan kepada masyarakot
secara nusdah, cepat, marih dan akurat, Derigan kata lain melalui pencrapan e-
governemnet pelaksanasn pelayanan dapat ditingkatkan schinggan lebib efisicn
dan efektit,
d. Pemantauan program

Penerpan e-government dengan berbagm aplikasi pada platform intenet
yvang telah didesain perlu sering dipantav kehandalonnya. Misalnya untuk
menguntisipasi sistem yong down kualitasnya. Pemantouon secara berkola
diperlukan baik pada sant sistem bekerja manpun pada saat <istem di offkan hal
ini dilakukan untuk memastikon kenyvamanon woarga dolam  menggunakian
aplikasi yang odo selain itu juga dimaksudkan untuk menjaga keamanan Jdaa
masyarakal untuk tidak bocor dan disalabgunakan oleh pihak-pibak vang tidak
bertanggunggawab, Pemantavan vang dilokukan secam berkala ini dilakukan
oleh teknist sistem vang memiliki keahlian khusus,

C. Kerangka Pikir

Upaya pemerintah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan
vang akunfabel, respopsif dan  transparan  serta mendorong  partisipasi
masyarakat dalam penvelengerasn pemerintahaon maka sistem penvelenggaran
pemerintahan sekarang ind wodah menerapkan e-government dalam berbagai
sekior penyelengarsan pemerinioban, E-government  adalah konsep wvang

meneakup penggundan eknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah



untuk memberikan lavanan publik, meningkatkan efisiensi  administrasi,
meningkatkan transparansi, dan memfasilitasi partisipasi warga dalam proses
pengambilan keputusan.

Fenomena  penggunaan  s-govemance sccara meluas dan menjadi
program secari global dipicu oleh berkembang pesatnya tekhnlogi informasi dan
komunikasi, Di Indonesia penerapan e-government secara egas sudah dibuat
kebijakan pemerinish tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),
Sekalipun sekarang ini pencrupan e-government sudah sangat meluas pada
seluruh instansi pemerintah di Indonesia mulal dari instansi pada tingkat
pemenniah pusat sampai pads tngkat pemenntah desa densun berhagm platfoom
aplikas: yang nda yang merupakan inovasi masing-masing decrah, namun
efektivitas pelaksanasannya masih dijumpai berbagal kendala. Secara umum
kendala-kendala vang ada ferletak pada asepk sumber daya mamusia dan
infrastruk wr sarena don prasarena pendukung khususnya ketersediaan teknolog
informasi berupa peranekat keras dan perangkat lunak. Kondisi ini juga dipicu
nleh pesamya perkembangan iekhnologi infermasi berhasiz Komputer yang ada
sehingga sarana dan proserana teknologl kemputer vang ada harus selals
divpdate,

Efektivitas pelaksanaan suatu program dapat dilihat pads sejauhmana
suntu program tersebut diketahui dan dipohami olch masyvarakat sehingga dapat
diterima dengan baik. Proses imi berlanjul pada pelaksanaan program (ersebut
dimana perlu didukung oleh ketersediaan sumber daya  pelaksana  dan
ketersediaan sarana dan prasarana. Pada kapan ini untuk mengukor efektivitas

pelaksanaan e-government menggunikan konsep yang ditawarkan oleh Subagyo
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sehagaimana dikutif olch Budiani (2007) dengan 4 indikator pegukuran ynitu
ketepatan sasaran  program, sosialisasi pmogram, tuuan  program,  dan
pemantauan pelaksanasn program, Adapun kerangks konsep penelitian ini

digambarkan dalam bagan berikut ini:

Ciambar 1. Bagen Kemangka Konsep

Indikator Efektivitas
(Budiani, 2007)
Ptk sutia) . Ketepatan snsarn |
Program WOER. Efektivitas
E-fOVernment —> i _F;‘n%ml‘l.nummgmm L3 Pelaksanasn
di Disdukcapil th\ SR B LR Program
Kal “h 4. Pemantauan
pelaksaniun
program

. Definisi Oyperasional Variabel
Adapun varishel-varisbel dalam penelitizan ini dupat didefinisikan secan
operasionl scbagal berikui:

1. Ketepatan sasaran program adalah program yang elah ditetapkan berupa e-
pormment dengan beberapa bentuk aplikasi pelayanan sipil pada imstans
Dinas Kependudukan dan Pencatatun Sipll merupaka program  yang
dibutubikan oleh masyarakat dolam mengures Keperluan admimnistras: terkait
dengan kependudukan dan peacatatan sipal. Indikator dapat divkur pada:

i Kesesuatan program dengan target

b. Pemanuhan kebutuhan pelayanan



2. Sosialisasi program adalah penyampaian informasi terkait dengan penerapan
e-gavernment kepada seluruh masyarakat, sehingga segala hal terkait dengan




BARBIII
METODE PENELITIAN
A. Lokasi dan Wakin Penelitinn

Wiluyah penclitian ini di Kabupaten Halmiahers Barst Provinsi Maluku
Utara. yang herlokasi pada instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
pada Pemeriniah Daerah setempat, Pemiliban  objck  penelitian  mengenai
pencrapan e-government pada instans ersebut didasarkan pada pertimbangan
ohjektil hahwa didacrah terschat masvarakatnya belum familiar dengan sistem
pelayanan secara digital online, sehingga terlihat penyelenggarnan pelayanan
masih banyak dilakukan langsang dikantor dan masyarakal masih mengantri, hil
vang semestinvi tdak perlu terjadi dalam penyelenggaruun sistem peloyanan
secarn onling. Obpek penelitian inl meliputt pelayanan pencatatan sipil sepert
pelavanan KTP, KK, KIA, Akte kelahiran. Dan pelayanan sipil lainonya vang
dilaksumakan pada instansi ini.

Pelaksanaan penelition direncanakan berlangsung dalam kurun waki 2
(dua} bulan yang dimuolai dad proses penyusunan  proposal,  konsuliasi
pembimbing, pengumpualan data lapangan, proses administrasi akademik, dan
penulizan skripsi, Pelaksangan penelitian dijpdwalkan dimulai pada Bulan
Oktober sampat dengan Bulun Desember 2024,

B. Jenis Penelitian
Penclitisn ini menggunakan pendekatan  kuantitetif dengan  tipe

deskriptif. Pendekatan ini digunaksn karena akan mengukur efcktivitas
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penerapan suatu program dalom hal ini pelaksanaan e-government dengan

herbagai jenis pelayanan vang ada pada instansi Dinas Kependuduksn dan

Pencatstan Sipil Kabupaten Halmahera Barat.

C. Jenis dan Sumber Data

Ada dua jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder yang

diperoleh dan sumber-sumber data yakni:

. Data primer adalal data penclition vang diperoleh secara langsung dan sumber
data terdini atas pegawai penyelenggara lavanan pada instansi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahers Barat dan data
dari wargs masyarakat yang memperoleh pelayanan pada instansi tersebut,
Data primer ini sebogai dom utama penclitian yang sclunjutnyy difakukan
pengolohan dan  analisis untuk mengetahoi  efekuvitas  penerpan e-
government pada instansi tersebu.

b. Data sekunder adulah data penelitian yang diperoleh puda instansi Dinas
Kependudukan dan Pencatatun Sipil Kabupaten Halmabera Barat. Data ini
berupn catatan man dokumen organisasi vang telah lersedin pado instansi
tersebul yang memiliki releviiosi dengan objek Kajlan dalam penelitian ini,
diamara dama versebut adalah jenis pelayanan yang dilaksanakan, data
kepegawaian, data penzeuna pelavanan e-sovernment, dan data lainnya yang
memberikan kontribusi dalam penelitian ini.

D. Populasi dan Sampel
Populasi dalam penclitian ini adalah seluruh worgs masvarakat yang

menggumikan  aplikasi - e-govermment  dalam pelavaman adminiscrasi



kependudukan dan pencatatan sipil pada instansi Dinas Kependudukan dan

Pencatata Sipil Kabupaten Halmahera Barat. Karena jumlah populasi sangat

banyak, maka penentusn populasi penelitian hanya mengambil jumlah warga

vang memperokh pelayonan selama kunun wakiu tnhun 2024 {Januarni-Agustus).
Adapun penentuan sampel penclition digunoken  teknik  sksidental
sampling vakni cara penentuan sanipel dengan mengambil secara senguja setiap
vrang vang dijumpal dan bertemo dengen penchu pada sant melakukan
pengurusan atuu bertrancaksi dalam pelayaron pada instansi tersebut dan
dipandung cocok menjudi sumber dota (Sugivonn, 2007; Umaer, 2004, Jumlah
sampel ditentukan sesua keluyakon penelitian ini sebanyak 75 erang, Jumlah ini
diambil dari rae-rata jumlah orang vang mengurus dokumen kependudukan dan
pencatatan sipil selama hori lerja dalum sebulan.
E. Teknik Pengumpolan Data
Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakanan beberapa
teknik pengumpulan das (Sugivono, 2007 ) sebagni benkm:

a. Kuesioner {angket) adalah pedgumpulan duta yang dilakukan dengan
menggunikan instromen iangket atso daliar peranyaan yang diberikan kepada
responden peneltian. Kuesioner ini merupakan alat pengumpul data utama
dialam peneitian ini vang terdiri atas sekumpulan pertanyaan berdasarkan
indikator-indikitor penelitian yvang akan diukur. Angket penelitian diberikan
kepada warga masyvarakal vang melakukan  pengurosan  administrasi

pencatatan sipil pada instansi lempal penclitian.
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b. Interview (Wawancara) adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan
mengajukan pertanyaan-pertanysan kepada responden yang dimaksudkan
untuk memperoleh  informwas: erkail dengun  penerapan  e-povermment.
Wawancara ditujukan kepada aparat pelaksana pelayanan pada instansi
tempat penclitian.

c. Obhservasi adalah metode penpumpalan data yang difakukan malalui earn
pengamatan  terhadip  chjek  penelitian. Pengamatan  dilakukan  secara
langsung don yang menjadi fokus pengamatan adalah kegiatan-kegiatan
pelayansn  yang dilaksanakan pada iestansi tempat penclitian, objek
pengamatan adalah masvarakat yang menggunskan aplikasi ¢-govemment
iperangkai digitalisasi pelayanan) dan perilaku aparat dalam menggunakan
perangkai digital pelayanan yang ada,

d. Dokumentasi odalah pengumpulan data yang bersumber dan dokumen atag
catatan yang mendukung daia penclition, baik yang oda pads instansi wmpat
penelitian mavpun dengan penglusuren dokumen onboe. Dokuemn dopat
berupa naskah perundang-undangan berupa  peraturmn-pernturan  terkait,
petunjuk-petunjuk operasional peloksanzan pelavanan, data kepegawasian,
dan catatan-catatan pelaksanaan pelayanan.

F. Teknik Pengukuran Data
Data penelitian yang telah dikumpulkan terutama dan angket yang telah
disebarkan kepada responden selanjutnya dilakukan pengukuran sesuai dengan
tujuan penelitian, Standar pengukuran vang digunakan uniuk mengukur
efektivitas penerapan e-government mengecu pada standar pengukuran dari

Lithang Depdagn (Depdapren, 19915 Budiam, 2007 ) sehagan benkuot:



Tabel 3.1, Standar ukuran efektivitas pelaksanaan program

Rasicr Efcktivitas Tingkat Capasan
Diatas 80 Sangut Efektif
o) - 7% 99 Cukup Efekuf
40 - 50,99 Tidak Efekrif
Dibaweh Ji) Sangat tidak efektif
Sumber: Lithang Depdagn, 1991,

Pengukvran data penelitian umiuk mengetshui tinghat  efektivitas
pelaksanaan penerapan program e-government drlakukan melalai tahapan proses
pengolahan data sebagai berikur:

a. Penginputan data penilaian responden dari kuesioner

b. Menghitung rate-rata frekucnsi

¢. Menghitung persentise

Rumus perhitungan persentuse adalah P = FN x 100%, di mann P adalah

persentase, Fadalab responden frekuensi, dan N sdalah jumlah data ataw sampel,
. Teknik Analizis Datn

Teknik anali~is data dalam penelitian ini menggonakan analisis siatistik
deskrptl yukni memberikan gamibaran ierhadap obyek yang ditela me ol data
sampel sehagamana adanya (Sugivono, 2007). Penyajian data penelitian dibuat
dalam bentuk tabel dari hasil pengolahan data berdasarkan distribusi frekoensi
dan persentase duri setiap penilaian responden padn indikator penelitian yvang
sudah ditentukun.

Selanjutnyn berdosarkon perhitungan frekucnsi penilaian dan persentuse

vang dihasilkan, kemudian dilakukan penyimpulan dan juga mempechatikan
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data lain vang diperoleh dari hasil wawancarn dan observasi lapangan kemudian

dinarasikan secara deskriptif setiap indikator-indikator pada variabel penelitian

vang telah ditentukan sebelumnya,

H. Pengabsahan Data

Teknik pengabsahoan data yaitu eknik yang digunskon untuk menjumin

bahwa semus yang telah dizmatt oleh penelii sesuai atan relevan dengan data
vang sesungguhnya terjadi memang benar adanyn, Hal ini digunakan penclin
untuk menjamin dan memelihara bahwa data tersebut benar, baik bagi pembaca

maupun snbjek penclinan. Adopun teknik pengabuahon data vang dipunakan

dalam penelition im yaitu

I. Triangula:i Data

|

Univk mengabsahkan  data, dilakukan  iangulasi meunde  dengan
membandingkan hasil koesioner dengan wawancars yvang mendalam dan
dokumen pendukong. Hal ini bertujuan agar memastikan babwa date vang
diperoleh akurat dan tidak bias.

Venfikasi Data

Setelah data terkumpul dilakukon verifikasi melalui pengecekan ulang
terhadap data yang teloh diofah.

Analisis Kuantitaif

Data yang dikumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif persentase,
persentase  dihitung untuk menggumbarken sebaran jawaban responden

terhadap indikator-indikator efektivitas penerapan e-government.



BABIY
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Unum Lokasi Penelitian
1. Deskripsi Wilayah Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan dalam wiluyah Kabupaten Halmuhers Barat
Provinsi Mﬂl&ﬂﬁtﬁMﬂng mienjadi objek penelitian berlokasi pada
Dinas Kependudukan das Pencatotan Sipil Kabupsten Halmahees Bacal

Sumber: BPS, Kabupaten Halmahera Barat dalam Angka, 2024
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Secame peografis Kabupaten Halmahera Barat yang memiliki luas wilayah
14.689,16 km? dengan Inas daratan 2.227.56 km? dan laut seluas 12.461.60 km?.
Secara astronomis, Kabupaten Halmahera Barat terletak antara 00 48" lintang utara
sampai 10 48" lintang utara danantama 127 00 16° 00 bujur timur sampai 1270 16"
017 bujur timur. Secars admimstratil’ Kabupaten Halmahera Barat memiliki jumiah
Kecamatun sebunvak 9 bush. dan Desa Kelurshan sebanyak 178 bush.

Berdusarkan posisi geografisnya, Kabupaten Halmahera Barmt memiliki
batas-batas wilayah sebaga berikuot:

1. Sebelah Utars Berbatasan dengon Kabupaten Halmahers Utarn dan

Samudern Pasifik.

2. Sebelah Selaun Berbatasan dengan Kota Tidore Kepulosan dan Kabupaten

Halmahera Timur.

3. Sebelabh Barau Berbatasan dengan Kota Temate dan Laot Malukuy.
4. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kabupaten Halmahess iara.

Sejarah pernbentukan Kabupaten Halmahera Barat dapat ditelusun dan
proses  pendifiannys. Kabupaten ini memspakon salah satu dari  sembidan
Rabupaen®ota di Provinsi Maluku Utara vang sebelumnya dikenal dengan nama
Kabupaten Maluku Utara yang merupakan bagian dan Provinsi Maluku. Kemudian
selanjutnya =etelah dilakukan pemekaran wilayah Provinsi Maluku menjadi dua
wakni Maluoku hara.  Kebupaten Halmahera Baral mempakan kabupaten yang
dibeniuk seielah dikeloarkannya Undang-undang Mo, 1 Tahun 2003 Tanggal 25

Februari 2003 tentang Pembentukan Kabupaien Halmahera Ulara, Kabupaten
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Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulavan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan
Kota Tidore Kepulavan di Propinsi Maluku Utara,

Wilayah Kabupaten Halmabera Barat berasal dan wilayah Kabupaten
Maluku Utars yang dimebkarkan menjadi 3 kabupaten baru. Berdasarkan Undang-
Undiang Mo | Tahun 2003 teatang pemekaran Kabupaten/Bota di Provinsi Maluka
Lharg, maka Kabupaten Maluku Utara yang udinya sebagai Kabupaten induk pada
saal proses pemekaran Proviasi Maluku Utars, mika dibeotuk beberapa kabupaten
ving tadinya adalah wilayah kecamatan. Kabupaten Halmahern Barat berasal dari
wilayah Kaboapaten Maluku Utara vang dimekarkan menjadi 3 kabupaten baru,
Kabupaten Maluku Utara tersebut Kemudian mengalami perubahan noma dan letak
wilayahnyva menjad: kabupaten Halmahera Barat dengan Ibu Kota berkedudukan di
Taiiolo,

Menelusur asal usul thukots kabupaten yakni Jailole yang menspakan
ibukota Kabupaten Halmahera Barat, Dalam sejorah Kesultanan Ji Maluku Utara
padia masa vang lalu meropakan salah sate dan empat daerah Kesoltanan vang di
kenal dengan sebutan Kerajuan Moloku Kie Raha. Keempat daersh Kesultanan ini
meliputi daerah Kesoltanen Temate, Tidere, Bacan dan Jailolo, Pada masa
Pemerintahan Sultan Khairun (1540-1570] di Ternate, Kesultanan Lailolo pada saar
itu di pimpin oleh Sultan Katars Bomi yang berkedudukan di jailolo otarm

Tercatat dalam sejamh bahwa Sultan Katara Bumi bersama Kesultanan
Tidore berkuasa di masa laksamana Spanyol, Villalobos {1 542) menyerang portugis
di temate yang akhimya berlanjut menjadi perang Jailodo, Namun akibat dominasi
pengaruh Portugis di Kesultinan Tornate pads masa du sangal kuat dan sdanyva

dukungan kekuatan Spanyol pada Kesultanan Tidore maka Kesultanan Ternate
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Berhasil menaklukkan Kesultanan Jailolo pada masa perang Jailolo, perang Jailolo
tercatat dalam sejarah beriepatan dengan masa Misionans Jesuit yang terkenal i
Mualuku, vaitu Fransiskus Xaverius, Pasca penaklukan Kesultanan lailolo oleh
Kesultanan Ternate, Portugis dan Spanycl pada akhirnya telsh menempatkan
Kerajaan Juilolo & bawah Kekoasaan Kesultanun Termute, Atas dasar kesejarihan
milah maka tidaklah menghermnkan hingga pada pada masa sekamung pengaruh
Kultur, Bahosa dan Tradis: Temnate di Wilsyah Halmahera Barat secara kese lurshan
masih terasa kental dan menyatu dengan Masyarakat,

Kabupaten Halmahers Borat secars  administratif memiliki  wilaysh
kecamintun sebagod berikut:

Tubel 4.1. Numa Kecamatan, Luas Wilayah, Jumlsh Desa, Jumlah Penduduk di

Kabupaten Halmahera Barst
M Mama Kecamatan Luaz Wilayah Jumlah | Jumlih Penduduk
(km) Diesa’Kel. {2018)
| | Jailolo 226 34 e
2 | Jailolo Selatan 147,55 26 16,191
3 [ Sahu 122,86 19 10L.563
4 | Sahu Timur 7 I8 971
5 | hu Ma 104,82 wm\ 10,705
6 | Ibu Sclatan 368,33 L& 11.82%9
7 | Tabam 22064 16 8902
# | Loloda 614,01 17 12.152
Kabupaten Halmahera LTS5 173 [14.956
| Barat d :

Sumber: Hi!l:lI.JFEI..L‘-I'I -Hulmah:rd Elur.n dalum An,g};n.. 2024

Data dalam Tabel 4.1, di aas memperihakan pendistribusian wilayvah
kecamaton ditihat dar loasnya masih berbeda antara satu dengan lainnya terdapi
kecamatan  vang memiliki wilayah yang sangat loas dibandingkan dengan

kecamatan lainnyi. Seperti terlihat kecamatan yang wilayahnya sangat luas adalah



Kecamatan Loloda dengan luas 61401 km'. Dan kecamatan yang terkecil
wilayahnva adalah Kecamaan Ihu yang memiliki wilayah seluas 10982 km?.
Pendistribusian wilayah ini disesuaikan dengan jumlah penduduk dan kondisi
geografis pada masing-masing wilsyah tersebur. Deskripsi keadoan demografi
Kabupaten Halmohera Barad pada tahun 2021 dai data BPS jumlah penduduk
sebanyuk 134,630 jiwa. Kecamalan Jalilolo dalom hal im merupakan kecamatan
dengan penduduk terhanyak. Sementary itu, penduduk Kecamatan Lolods Tengah
merupakan kecamatan dengan penduduk yang paling sedikit,

Sedungkan jarak kecamatan terhadap Tha Kota Kabupaten Halmahera Barat
sangat berigam. Jarok terdekat ada pada Kecamatan Sahu denzan jarak 10 km dan
jurak terjauh ada peda Kecamatan Loloda dengan jurak 1174 kn, Benkul gambar
yang megcrangken jarak antara kecamatan echadap lbu Kol Kabupaten

Halmaher: Barat.

Gambar 4.2 Tarak ke Thukota Kabupaten Menuror Kecamatan Jdi Kabupaten
Halmahera Barat

Lahecls

T=hiam
Tha Selasan
AT

Taday T
Saly

Failabs Selatan
linln

i 1 =l ao 8l (1] e L=

Sumber; BPS, Kibupsten Halmahers Barat dalam Angke, 2024,

<1



2. Gambaran Ovrganisasi Dinas Kependudokan dan Pencatatan Sipil
a. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
Organizasi Dinas Kependudukan dan Peacatatan Sipil Kabupaten
Halmahera Barat terbentuk  berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten
Halmahera Borst Nomor 2 Tahun 2021 fentang Perubahan Peratusin Daerah
Kabupaten Halmahera Barat Noamor 6 Tahun 201 6 tentang tentang Pembentukan
dan Susunan Perungkut Dacrah Kabupaten Halrnabera Burat. Berdasarkan
Peraioran  Daecah  wersebml, maka Bupad Kabupaten Halmabera Bara
mengehirkan Peramuran Bupat Nomor 24 Tahun 2022 wntung Kedwdukan,
Susunan Orgamsasi, Tugas don Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependodukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat.
Adapun Kedudukan, Susunan Organisasi, Trgas don Fungsr Serta Tata

Kerja [inas Kependudukan dun Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Bart
tersmsun sehagai herikut;
1) Kepala Dinus
21 Sekretariar, tordiri atas:

u) Sub Bagian Umum dan Kepe gawaian

b} Sub Bagian Perencanann dan Kevangan
3). Bidang Pelayanun Pendaftaran Penduduk

0l Seksi Identitas Pendwduk

b} Sek=i Pindah Dutang Penduduk
4] Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
5) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan

Permnanfastan Data



&) Unit Pelaksana Teknis Dinas
Tugas dan fungsi organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabopaten Halmahera Barat terdeskripsi sebagai berikut:
1) Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai iugas pokok memimpin, merumuskan kebijakan
tekmis  operasional, mengkoordinesikan, melaksanalan  kerja  sama dadam
mengendalikan pelaksanuan dalam rungka membantu Bupati melaksanakan Urusan
Pemenntahan  dibidang Kcependudukan dan Pencatatan sipil yang  menjads
kewenangan Daerah dun Tugas Pembantuan vang dibenkan kepada kabupaten.
Dalom meloksannkun wgas pokok terschut diatus, maka Kopala Dinos
mempunyal fungsi:
4) Peruniusan, Penetapan dan Pelaksunain kebijakan dasrah di bidang
b Kependudukan dan Pencatatan Sipil
) Pelaksanaun kebijakan daerah dibidang Kependudokan dan Pencatatan Sipil:
dy Pengkoordinasmn, fasilita, < dan pengendalin pelaksanann tugns dinas:
) Pembinaan terhadup Unit Pelaksana Teknis Dinos; dun
I Pelaksalaan fungsi lain yang diberikan aleh Bupari.
Uniuk menvelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Kepala
Dhipas mempunyal urdian weas
1) Memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan dilingkup Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil:
by Merumuskan kebijakan tekrris dan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka

Fanjang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah an Bencana Siralcgi
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Kabupaten Halmahera Barat dolam Lingkup Tugasnyn dalam bentuk rencana
kerja;

c) Mengkoordinasikan seluruh program dengan instansi terkait sesuai peraturan
vang berlaku guna kelancaran tugas;

di Mendelegasikan schagian Kewenangan kepada pejabat dibuwahys secam
been)jang gung kelancaran pelaksamson tugas:

e) Membina bowehun deagan memben petunjuk serta wrshan agar pelaksanaan
tugas sesuai rencana:

F) menilai dan mengevaluasi pelalssnaan tugas pejabat dibawnhnya secarn
berjenjang sebagal bahan pembinaan kaner.

£) Melopurkan pelaksanaon wgas Kepada Bupat baik lisan maopun weriulis sebagai
bahan pernangeungjawabon;

by Memberihan saran dan pertimbangan Kepada Bupati baik lisan mawpun tertulis
sebagai bahan pengamibilan kebijakan:

1) Melaksanakan ngas fain vong dibenkan oleh Bupan baik fisan maupun tecoulic
puna kelancaran peloksaan tngas.

2) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris vang berada di bawah dan

bertangeung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok perumusan
dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantasan. evaluasi dan
pelaporn maliput perencanaan, pembinaan ketatansahaan, hokom, keuangan
dan aset, kerumahtanggamn, kerjasama, kearsipan, dokumentasi, keorganisasian

dan ketnialaksamaan, kehumasan dan keprooekolan, kepegawaian dan pelavalan



administrasi di lingkungan dinas serta pengkoordinasian program dan kegiatan
pada Bidang dan Seksi.
Dalam menvelenggorakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, maka

Sckretanis mempunyai fungsi:

a) perencanaan operasional Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, pada Dinas
Kependudukan dan Pencotaton Sipil;

b) penyelenggaran  Sub Bagian Umum  dan  Kepegowmag, pada  Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

¢) pengendulian, pembinaan, evaluasi den pelaporan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian, pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:

i) penghoordinasian kegiatan Sub Bagian Umiim dun Kepegowaian, dan dengan
Bidung-Bidang lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:

e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuol dengan tugas dan
fungsinya

Dalam melakewnakon fuopps: sebagamana dimakood  distas, Sekretans
mempUnyan ursian tugns:

a) Memimpin dan mengendalikan kegiatan bidang Kesekretataan  berupa
admimistrasi  dan  ketatausalraan, dan umum  Dinas  Kependudukan  dan
Pencatatan Sipil;

by Merumuskan program urosan wmum dan perlengkapan, kepegawaian, kewangan,
serta hubungan masyarakal sebagai pedoman pelaksanaan kegintan;

¢) Mengkoordinaskan tugas dengan kepala bidang dilinghup Dinas Kependudukan

dan Pencatanan Sipil guna kelancaran pelaksanaan tugas,
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d) Membina penyusunan  teknis  operasional  kena  dilingkoup  sckretarist
herdasarka.n program yvang diterapkan;

2) Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai selumb kegiatan Dinas
guna tersosialisasinya program yang telah ditetapkan;

) Membagi tugas kepade kepala sub bugian berdasarkon tuges dun fungsi guna
kelancarun pelaksanmsun fugas;

g Memben petuniuk kepads kepala kepala sub bagian berdasarkan pedoman kerju
agar terhindar dan kesalahan;

hy Mengevalvasi pelaksanaan topas kepala sub bagian di lingkop sekretarin
sebugai bahan pembinasn korier:

i) Melopurkan pelaksanson tugas kepoda kepala Dinas baik lsan maupo termlis
sebagal bahan perangoung)awaban;

i1 Memberkan soran dan pertimbangan kepada kepala Dinas baik lisan maupun
tertulis sebagai bahan pengambilan kebiiakan:

k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dimas baik lisan maopun
tertulis guna Kelancarin pelaksanaan tugas,

Dalam melaksanakan mgas pokob, fungsi dan urajan wgas sebagaimana
disebutkan di atas, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
membawahi: (a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; (b) Sub Bagian
Perencanaan dan Kevangan.

3 Budang Pelayanan Pendafaran Penduduk
Mempunvai twgas pokok membantu Eepala Dinas dalam meloksanakan

program (eloris Bidang Pelavanan Pendaftaran Pendudek, Dalam melaksamakan



tugas pokok Bidang Pelavanan Pendafturan  Penduduk  mempunya  fungsi

Melaksanakan Program Bidang Pelavanan Pendaftaran Pendudok.

Adapun wraian tugas Kepala Bidang Pelayvanan Pendaftaran Penduduk
wakni;

a) Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan wgas di Bidang Pelavanan
Pendaltaran Penduduk.

b) Merumuskan program di lingkup Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
herdasarkan kebijokon vang telah diretapkan sebagai pedoman kerja.

) Menghoordinasikan penyelenggaraan kegiaian dengan Sekretaris dan Kepala
Bidang di lirgkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna kelancaran
pelaksanaan ugas

dy Melaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk

e} Melaksanun penerbitan dokument pendaflaran penduduk;

f) Melaksanann pendokumentasian hasil pelayanan pendar{arsn pendudu

£ Membagi tugas kepada Kepala Scksi di lingkup Bidung Pelayanan Pendafiaran
Penduduk puna kelancaran peliksiunaan twgas

h) Memberi petunjuk kepada Kepala Seksi di lingkup Bidang Pelayanan
Pendafioran  Penduduk berdasarkan tugas dan fungsi agar terhindar dori
kesalahan.

1) Mengawr pelaksanaan twgas Kepala Seksi di lingkup Bidang Pelavanan
Pendaltaran Penduduk untak mengetabni kesesunion dengan ornhan yang

dibenkan;
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i) Menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas stat di lingkup Bidang Pelayanan
Pendafiaran Penduduk sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;

k) Melaporkan pelaksanaon tugas kepada Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis
schagai bahan pernanggungjawakban.,

1) Memberikan sarar dan pertimhangan kepada Kepala Dinas baik lisan msupun
tertulis sehagai buhan penrambilan keputsan.

m ) Melaksanakal tugas lain yang diberikan Kepala Dinas baik lisan maupun tulisan
guni memirerimcar peliksanaan tughs.

Univk melaksanakan ugas Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran
Penduduk, maka tugas-tugas vang ada didistribusikan kepada: (2) Seksi Tdeniitas
Penduduk; dan |b) Seksi Pindah Datang Penduduk.,

4). Bidang Felayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelavanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorane Kepala Bidang
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepadn Kepala Dinas yang
mempunysi ugas pokok membaniu Kepala Dinas dalan melaksanakan progrun
teknis Bidang Pelayanman Pencatatan Sipil. Dalam melaksanakan tugas pokok
Pelayanan Pencatatan Sipil mempunya wraian tugas:

a} Memimpin dan mengendslikan pelaksanaan tugns di Bidang Peluyanan
Pencatatan Sipil,
by Merumuskan program di  lingkup Bidang Pelavanan Pencataian  Sipil

berdasarkan kebiinkan yang telah disetapkacr sebagn pedoman kerga
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£} Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dengan Sckretaris dan Kepala
Bidang di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil puna kelancaran
pelaksanaal mgas.

di Melaksanakan pendafiaran dan pencastan, memeriksa dan meneliti berkas
pencatatan, mengelolia data serta penerbitkan Akta Kelahirun, Akta kemation,
Aka Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak.

e) Melaksanakan pendaltran dan pencatatant, memeniksa dan menelin berkas
pencatatan, serla mencatal pengesahan dan peagangkatan anak, perubabhan nama
Warga Negara Indonesia IWND dan Orang Asing:

f) Melaksanakan pendoftaran dan pencatatan, memerikse dan menchiti berkas
pencatatan, seria mengelol.ra perubahan states Kewarganegiaan;

£) Melaksanakan pendafiaral dan pencatsian, memeriksa dan menelii berkis
pencatatin, seria mencatal pembatalan perkawinan dan peroermun,

h) Membagi gas kepada hawiahan di ingkup Bidang Felavanan Pencatsan Sipil
guna kelancars! pelaksanaan mgas,

1] Member petumjuk kepada bawahan i fngkup Bidang Pelayvanan Pencatatan
Sipil berdasarkan tugas dun fungsi agar terhindar dari kesalghan.

11 Mengatur peliaksanaan twgas kepada bawahan di lingkup Bidang Pelavanan
Pencatatan Sipil untuk mengetahm kesesuaian dengan arahan vang diberikan,

k) Menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas staf di lingkup Bidang Pelavanan
Pencatatan Sipil sebagai bahan pembinaan don pengemhangan karier.

1} Melaporkan pelaksanaan wgas kepado Kepala Dinas baik lisan maupun terfulis

sehagai bahan peranggungjawaban,
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m}Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik lisan maupun
tertulis sehagai bahan pengambilan keputusan.

n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas baik lizan maupun
tulisan guna memperlancar peluksanaan togas.

5)Bidang Pengelolagn Inlormasi  Administrasi  Kependudukun  (PIAK)  dan
Pemunfuatan Dutn

Bidang Pengclolaan Informasi  Admimstrasi  Kependudukan  (PIAK)
mempunyal ges pokok membanty Kepala Dinas dalam melaksanakan program
teknis Bidane Pengelolaan Informasi Adminisirasi Kependedukan (PIAK) dan

Pemanfataan Data. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pengelolaan

Informusi Adminisirasi Kependudukan (PIAK) don Pemanfataon Data mempunya

fungsi melaksanakan Frogram  Bidang Pengelolaan  Informasi  Administrasi

Kependudukan {PLAK) dan Penanfataan Data. Adapun wraisn tugas bidang ini

adalakh:

a) Memimpin Jdan mengendalikan pelaksalian tugas di Bidang Pengeloluan
Infoarnasi Administrasi Kepend, udukan | PLAK} dan Pernand ratsan Daa,.

h) Merumuskan program di lingkup Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan {PIAK) dan Pemanfataan Data berdasarkan kebijajan vang
telah ditetapkan scbagai pedoman kerja.

o) Mengkoordinasikan penyvelenggarnan kegiatan dengan Sekretaris dan Kepala
Bidang di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna kelancaran
pelaksanaan tugas.

d) Memberikan laysnan infornasi Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

meelalui papan informasi mawoun secara lisan



¢} Memeriksa data dan dokumen vang elah dikelvarkan sebelum diarsipkan

fy Pengendalian.pemantavan,  pengawasalt dan  penvelidikan  terhadap
penyelenggarann sdministrasi kependudukan dan caatan sipil,

gh Pengendalion , pemantavan dan pengawasan mobilites penduduk dan arus
komuter penduduk.

h) Membagt tugas kepada Kepala Sebeu o lingkup Bidang pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfataan Data guna kelancoran
pelaksanaan lugas.

1) Members petunjuk kepada Kepala Seksi di lingkup Bidung pengelolsan
Informasi  Admimstrasi Kependudukan TPIAK) den  Pemontuman  Date
berdasarkan tugas dan fungsi agar tertrindar dan kesalahan,

1) Mengatir peluksanaan ugas Kepata Seksi di lingkup Bidang pengelolian
Informasi Administrasi Kependodukan (PIAK) dan Pemonfatasn Data wniuk
mengetabui kesesuaian dengan arahan yang diberikan,

k) Menila: dan menpevaluas palaksanaan tugos stafl di lingkop Bidang Pengelolaan
Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dun pemanfataan Da sebagai
bahan pembinaan dan pengembangan karier

11 Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis
sebazail batran peranggungjawaban.

m) Memberikan saran dan perlimbangan kepada Kepala Dinas baik lisan maupun
tertulis sehagai bahan pengambilan keputusan,

ny Meloksapakan fugas in yang diberikan Kepala Dinas baik lisan maspun

tulisan guna memperlancar pelak=anaan (ugas,

il



f. Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil dapat ditetapkan menurut kebutuhan yvang mempunysi
tugas untuk mclakukan kegiatan sesunl dengan jabatan fungsional masing-
rasing berdasarkan peraturin perundang-undangan,
b, Keadusn Pegawai Dinas Kependudokan dan Pencatatan Sipil
Pegawai pada instansi Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil
Kabupaten Halmahers Barat dapal dipetakan menvrit kamklenstik pegawai
menurut tinghut pendidikan, jenis kelamin, pangkat dan golongan sehagai berikut:

Tabel 4.2, Distribusi Keadean Pegnwai Berdasarkon Tingkat Pendidikan

N Tingkat Pendidikan Jumiah Persentase
1| Magister (S2) =" 21,05
3 | Sarjana (S1) T 36,34
i | SMASMK R 42,10
| Total 19 100

Sumbers Dinas Dukeapil Knbupatan Holmahera Barat, November 2024

Data  dilomn Tabel 4.2 memperlihatkon  kendasn  pegawal Dinas
Kependudokan dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Halmahers Barai, secara
keseluruhan dan 19 pegawal organik yang ads pada instansi ini memperlihatkan
pads umumnya berpendidikan finggi sebanyak lebih separub dari jumlah pegawai
yang ada berpendikan pada level sarjana dan pascasarjana magister, dan hanyva
42,10 persen masih berpendidikan setinghat SMA/SME. Rerdasarkan karakteristik
pegawai tersebut dapat dikatakan bahwa dari segi tingkat pendidikan pegawai pada
instansi ini memiliki Kualitas vang sangat baik. Diantar seluroh pegawal yang
memiliki pendidikan tinggi (sarjana dan pascasarjana) terscbut menduduki posis

sehagal pimpinan scperti Kepala Dings, Sckretans, Kepala Bidang, Kepala Sub
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Bidang dan Kepala Scksi. Sedangkan yang berpendidikan setingkat SMA/SMEK
pada umunya sebagan staf pelaksana.

Gambaran karakteristik pegawai dapat juga dilihat menurut jenis kelamin
pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera
Barat, seperti terlihat puda tabel berikut:

Tubel 4.3, Distribusi Keadaan Fegawai Berdasarkan Jenis Kelamim

Mo lenis Kelamin Jumlah Persentase
1 | Laki-Lak 10 52.63%
2 | Perempuan 9 47.37%
Tatnl 14 100

Sumber: Dinns Dukcapil Kabupaten Halmahera Barat, November 2024

P dalam Tabel 4.3 memperlibatkan distribusi pegawal menurat jenis
kelamin pada instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Halmahers Barat. Dun data tersebut terlibat distnbus pegawa berimbang antara
lakt dengan perempuan jumlahnya hampir sama, laki-laki lebih banyak sutv omung
dibanding perempuan. Dilihat dari pendistribusian kedudukan atau posisi jabatan
antarn  pegawal laki-laki dengan pegawai  perempuan terlihat lebih bonyak
perempoan yang mendoduki jabatan strukieral seperti jabaton Sekretans Dinas,
Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi dibandingkan dengan pegawai luki-laki,

Tubel 4.4, Distribusi Keadaan Pepawai Berdasarkan Pangkat Golongan

Mo Pangkat Golongan Jumlah Persentase
| Golongin I'V . 10.53%
2 | Gelengan 111 1d 63. 16
3 | Gulongan 11 3 26,320
Total 19 10X}

Sumber: Dinas tluk:apil Kabupaien Halmahera Barat, November 2024
Distribusi pegawal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halmahera Barmt dilibat dari kedodukan pesawai menumt Pangkat'Golongan
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terlihat pangkat golongan tertinggi berada pada Golongan IV yang diduki oleh
pejabat Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas, kemudian Golongan 111 vang diduduki
oleh peijabat Kepala Bidang, Sub Bidang dan Kepala Seksi dan golongan pegawai
terendah wlalah Golengan 1 yang diduki oleh semua pegawai staf, pada sebagian
pegawal stf juga werdapat pegawai yung berada puda Golongan (11

Berdusarkan dote keadzan pegawsi lersebut, data i dapal membenkan
gumbaran umum tenting karakteristik pegawai & Dinus Kependudukan dan
Pencawstan Sipil yang dapat digunakan untub menganahisis faktor-fakior vang
mempengaruha keberhasilan pencrapan e-government. Sebagwmona  diketabui
bahwa elcktifnyn impleneotast e-povernment sangat diteniukan olch kunlitas
pegawal young meloksanakon pelayanan ersebut yang membutubkon Kecukapan
dibidang [eknologi dan mampu  mengoperasionalkon  perangkot-perangkat
teknologi pelavanan yang ada.
3. Standar Operasional Prosedur Pelayanan pada Dinas Kependodukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahers Barat

Penyelenggaruon  pelayanan pada instansi Dinas  Kependudukan  dan
Pencatatan Sipil di Kabupaten Halinahera Barat menggunakan standar pelavanan
yang sama pada instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada seluruh
daerah di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa instansi ini menvelenggarakan
kegiatan pelavanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dimana mekanisme
prosedur pelavanan dilakukan dengan menggunakan sistem digitalisasi secar
nosional, Sesual dengon fata kelola peloyanan kependudukon, maka Bupat

Rabupaien Halmahern Barat menerbitkan Perateran Bupati Momor 3.4 Tahon 2023



tentang  Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pendaftaran Pendudok  dan
Pencatatan Sipil di Kabupaten Halmahera Barat.
Sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut terdapat jenis-jenis pelayanan
pendafiaran penduduk dan pencatatan sipil melipuri;
Jenis Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil meliputi :
a, Kartu Keluargs (KK
b. Kartu Tanda Penduduk (KTF),
¢, pelayanan keierangan pincih antar Desa dalam kecamatan;
d. pelayanan keterangan pindah antar kecamatan dalam Kabupaten:
e. pelnyanan keterangan pindah antar kabupaten/kota dalam dun lear provinsi;
I. pelaporun penduduk yang datang di wilayah Kabupaten Halmahern Barat;
&, pencatatan Kelahiran;
h. pencataian perkawinan;
1. peacatatan permbatalan perkawinan;
j. pencatatan kerutinn:
k. pencataton percermian;
L. pencatatan pembatalan perceraan.
m. pencatatan pengakuan anak/pengesahan anak: dan/atau
n. pencalaian penganzkaton anak (adopsi).
Prinsip dasar penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Kependudukan dan
Pencatman Sipil Kabopaten Halmahera Barat berasaskan pada:
a, kepentingan wmam;

b. kepastian hukuem,
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Jangka wakin pengurusan Koo Tanda Penduduk (KTP) ditetapkan selama 4
{empat] hari kerja dengun perincian melipati:

1) Proses di Desa selama | (satu) hari kerja:

2) Proses di Kecamatan selama 1 (sotu) hari kerja; dan

3) Proses di Dinas selama 2 (dua) hari kerja.



Jangka waktu pengurusan pelavanan keterangan pindah dan keierangan
pindah datang :

1) Jungka wakiu pengurusan pelayanan keterangan pindah dan keterangan
pindah antar Desa dan Kecamatan, ditetapkan selama 2 (dua} han kerja
dengan perincian meliputi
a) Proses di Desa dan Kecamatan selama | (sam) hari kerja; dan
b) Proses di Dinogs selama 1 (~aw) hari kerfa.

2) Jungka vakiu pengurusan pelayanan keterangan pindab antar Kecamatan
dalam Kabupaten ditetapkan selama 2 (dua) hari kerja dengan perincian
pelipudi;

a) Proses Ji Desa dan Kecamaran selama | (satu) hari kerja; dan
b} Proses di Dinas 1 (satu) hari kena,

3) langka wakin  pengurusan  pelayanan  keierangan  pindah  antar
KubupatenFota dalam dan luar Provinsi ditetapkan selama 2 (duag han kerja
dengan peincian meliputi:

0) Proses di Desa dan Kecamatun selama | (sat) hari kega;
b Proses di Dinas selama | (satu) hari kerja.

4) Jangka wakm pengurssan pelaporin penduduk vang daang di wilavah
Kabupaten Halmahera Barat ditetapkan selama 2 (dua) han kerja dengan
perincian sebagai berikut:

0) Proses di Desa dan di Kecamatan selama 1 (satu) hari kerja;

b) Proses di Dinas selama | (saou) hard kerja.
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. Pelayanan Pencatatan Sipil

Jangka waktn pelayanan pada pencatatan sipil., ditetapkan sebagai berikut ;

1) Pengurusan pencatatan kelahiran ditetapkan selama 3 (tiga) hari kerju dengan
perincian meliputi ;
i) Proses di Desu selama | (satu) han kera; dan
b} Proses di Dinas selama 2 (duwahan kerja,

2) Pengurusan pencatatan perkawinan, baik dilekukan di Dinas maupun di luar
Dinas ditctapkan selanna 3 (tiga) han kerja;

3) Pengurnsan pencatatan permbatalan perkawinan, yang prosesnva dilakukan di
Danes ditetapkon selama 2 {dua) han kerja:

4) Pengurusan pencatatan kemation dif Dinas ditetapkan sclama 1 (satu) hor
kexjal

3) Pengurusan pencatatan perceraian di Dinas ditetapkan seloma 2 (dua) hari
kerja:

61 Pengurusan pencatatan pembatalan percesadan di Dinge dietapkan celama 2
(o) hari kerja

71 Penpurusan pencatatan pengabuan anak pengesahan anak di Dinas ditetapkan
selaman 2 (dhn ) hari kerja; dan/aiau pengurusan pencatatan pengangkatan amak
(adopsi) di Dinas ditetapkan seloma 2 (dus) han kena,

Berdasarkan ketenmuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3.A Tahun 2023

tentang Standar Operasional Proseder Pelavanan Pendaltaran Penduduk dan

Pencatwtan Sipil di Kabupaten Halmahera Barat, pada Bab VI yang mengatur

pembizvaan disebutkan pelavanan pengurusan dan penperbitan semua dokumen

kependudukan dan pencatatan sipil tidak dipungut biaya atau gratis,
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4. Keadaan Penyelenggaraan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
di Kahupaten Halmahera Barat.

Pelaksanaan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil pada instansi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupsten Halmahers Barat sudah
menggunakan perungkat pelayanan berbasis digital, buik pelayanan yung bersifal
terpusal sepert peluyunon KK, KTP. Karw Llentitas Anak (KIA) yang masuk
kedalam sistem IKD (Identatas Kependudukan Digital) secam nasional. Sedanghan
pelaksanaan pelayanan pencutatan sipil lamnya jugn mengguoakan pelayanan
secarn diptal sesumi denpgan perangkat aplikast yang ada pads instangi ini yakn
Lenters Sasadu Dukcapil yang merupakan inovasi perangkat pelayanan digital padu
instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Holmabera Barat,

Kepdaan penyelenggaraan pelayanan pada Dinas  Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana data yang diperoleh dari
instansi tersebut sampai dengan Bulan Agustus 2024 jumlah tota! perekaman KTP
kepada warga herjumlah 80.26% jiwa yang wajib KTP ataw baru mencapai 76,92
persen dar keseluruban penduduk vang bersvarat untuk memiliki KTP. Dan data
yvang ada kecamatan yvang terbanvak melakvkan perekaman adaluh Kecamatan
Tadlolo yang mencapm 86,57 persen, sementara vang terendah yang melakukan
perekaman adalah Kecamatan Jailolo Selatan vang baru mencapai 63.84 persen.
Dari data vang ada memperlihatkan bahws tingkat persentase perekaman KTP bagi
penduduk wajib KTP yang herusia |7 tahun schagaimana ketentuan perundang-

undangon vang ada di daerab ini beluim mencapai targel nasional,



B. Hasil Penelitian

Efektivitas penerapan  e-genvernmeni dalam  penyelenggaman  pelayanan
pada instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahem
Barat, dalam penelitian ini  didesarkan pada empat indikator efektivitas
sehagnimana vang dikemuknkan oleh Budiani (M7} meliputi aspek ketepatan
SasArAn program, sosialisasi program, wjuan program dan pemantauan pelaksanaan
program. Keempat indikator ersebot dijebarkon sesun hasil penehban lapangan
sthagal berikut:

1. Ketepatan sasaran program

Pada indikator ketepatan sasaran program yang dinkur adalsh sejauhmana
program penerapan o-govermment ini terlaksana dengan baik dan dapal memberikan
manfaat bagi warga masvarakat yang membatuhkan pelavanan pada instansi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Burat, Pada indikator
ni terdapal dua dimensi pengukuran yang digunukan yaitu () Kesesuaban program
denean arget, dan (b pemenuhan kebumhban pelavanan. Penilaian responden untuk
dimensi indikator ketepatan =asaran program dopat dilihat dalem tabel berikut:

Tubel 4.5, Distnbusi  frekoensi  anggapan  responden  mengenal  efekiivitas
kesesunian progrom dengan targel peluvanan

Ny | | Penilaian Frekuensi _P:m:nlme
I Sangut Efektif 3 -
- Cukup Efekuif 24 34
3 Tidak Efektif 12 {4
4 Sangat tidak efekufl ] 1]
Toal 15 [

Sumber: Hasil pengolahan data, Nopember 2024
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Data pada Tabel 4.5 membenkan gambaran bahwa dart 75 responden vang
membenkan tanggapan mengenai efeknvitas kesesuaian program dengan target
pelayanan vang terlaksana pada instansi ini memperlihatkan penilaian denpan
persentase tertinggl berada pade kategori sengat cfckuf yang dikemukakan oleh
sebanyuk 52% responden dan 32% responden lainnya menilal cukop efekuf, Dan
hanya 16% dantaranya yang membent penlian kurang eleknl. Berdasarkan data
tersebut dapat dikatakan babwa pelaksanaan program e-governmen! pada instansi
i sudah sesuai dengan targer pelayanan,

Penerapan g-government dalam pelayanan pads Dinas Kependudukan dan
Pencatatun Sipil Kabupaten Halmahera Barat sudeh diteraphkan secar meaysluruh
padn jenis-jenis pelayanan yung ada pada instansi ing, Gdak hanys pada peloyanan
administrasi kependuduknn seperti KK, KTP. KIA etap senun jenis pelovanan
yvung ada seperti pelavanan pencatatan sipil vang menggunakan oplikasi Lentera
Sasadu Dukeupil yane merupakan hasil inovasi pelavanan pada instansi ini. Masih
adanya responden vang memberikan penilaisn barang efekf hnd it tdak erlepas
pids kondisi bahwa belur semun warga masyarakal dapal menggunakon aplikas
pelayanan berbasis dightal vang sudah Jdisediakan, sehingga mereka perlu diberi
bantuan cleh petugas yvang ada. Pada situasi ini apabila jumlah warga yang dilayani
cukop banyak pada hari-hari iermentu dapat menyebabkan antrian. Namun jika tikdak
tedalu padat, kondisi ini dapat ditangani dengan cepat oleh petugas.

Aspek penilaian pada indikator ind dapa dilihat pada dimensi pemenuhan
kebuiuhan pelavanan, Pada aspek ini dilihat pads sejouhmana warga vang

menggunakan fasilitas  pelayanan berbasis  digitel pada  instansi imd dapm
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terakomodir semua kebutuhan pelavanannya. Seperti diketahui pada instansi ini
terdapat dua pemis pelayanan utema vaitu pelayanan administrasi kependodukan dan
pelayanan pencatatan sipil. Penilaian responden dapat dilihat dalam tabel benkut
ini:

Tubel 4.6, Disimbusi frekeensi  tangzapan  respanden. mengenai efektivitas
pememuhan kebutuhan pelavanan vang diperlokan warga

No Pepiluian Frekuensi Persentase
I i_i;g.u Efekuf AL al : 41,33
2-— Cukup Ef:kuf - 55 - 45.157 N
3 TEd;kEﬁ:h‘lf“—_""_- 9 12
4 San—gill ticdak E-f;k!if Zz 0 0 N
Total 3 100

Sumber: Hasil pengolahan data, Mopember 2024

Data dalam Tabel 4.6 diatas memperlihatkan penilaian respanden mengenai
pemenuhan kebutuhun pelayanan yang diperiukan warga, Pada tabel temcbut
terdupat 46,67% responden menila cukup eleknf dan 41,35% nesponden menlu
sangat cfekuf, Artinya jumlah responden yang memben penilaian positif lesh dan
B&% dan keseluruhan penilaian, dan hanya 12 persen yvang memben penilaan tidak
efekuf.

Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa semua jemis pelayonan yung
diperiukan okeh wargs terkait dengan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil
pada instans ind sudah dapat terpennhi secars efeknfl. Sekalipun masih ada
responden yang memberi penilaian tidak efektif vang jumlahnya sangat sedikit, hal
itu disebabkan plminisirasi

karena  prosedur  pelayvanan  terkmt  dengan



kependudukan dan pencatatan sipil masih diperlukan pelavanon pada instansi
kantor desa/kelurahan, dan dan kecamatan seperti pemberian surat pengantar atau
rekomendasi yang kemudian dilanjutksn ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil. Dari hasil wawancera dengan beberupa warga, mercka mengatakan bahwa
“sebuiknya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil schaiknya dilaksanakan
su pada mstansi im tdak perlo lagl warga berhubungin dengan kantor desa atan
kontor kecamatan”, Dan pemjelasan warga terscbut dopat dikatakan bahwa
pelayanan dapal lebih efekufl apabila tidak tedaly panjang prosedur yang harus
dilevwati oleh warga.
2. Sosialisasi Program

Efekuifnyn pelaksonaan suatu program ditentukan oleh pads sejaunhimana
masvarehol dapat menerima program lersebul. Biasanya suats program vang baru
cenderung mendopa penolakan dari warga sebelum mercka mengetahui dan
memahami tujuan dor suato program. Hal yang sama jugs terjadi pada peserapan
g-povernment bernpa digitalizasi pelayanan kependudukan Jdan pencatsan sipil
pikis instansi ini, Namun karena program pemerintih i wajib dilaksanakan. maka
mau tidak mau masyarakal menerimany . Uniuk mengukur soslalisasl program, ada
duea dimensi yang dijadikan sebagai alat ukur yaim prosedur pelayanan dan
pemenuban persyaratan dokumen pelayanan,

Prosedur pelayanan dilihat pada aspek twhapan pelaksanaan pelayanan vang
mengikuti alur seperti <udah ditetapkan dalam SOP pelaksanaan pelavanan.
Prosedur ini terkait dengan wakiu vang diguanoken dalam memproses susio

pelayanan sampai selesainyis, Berikut dapan dilibas penilaian responden.
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Tabel 4.7. Disribusi  frekvensi tanggapan responden mengenai  prosedur

pelayanan
Mo Penilaian Frekuensi Persentase
1 Sangat mudah N\ 27 A6
2 Cukup mudih Al 40
3 Tucluk mudah 1 13,33
4 Sangat ﬁdakr;udah A -—.:4——_ 10,67
Total 75 100

Sumber: Hasil pengolahan daia, Nopember 2024

Distribusi  frekuensi  penilaian  responden  terhadap aspek  efektivitas
prosedur pelayanan dalum penerapan e-govemance pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaien Halmahera Barat, pada Tabel 4.7 dapat diketahui
bahwa wenlapat sekitar 40% responden yvang memben penilian babhwa prosedur
pelayanan cukup modah dan 36% hionya menyatakan sangat modah. Dar
penilaian terschot dapat dikatakan bahwa prosedur pelayanan yany diterapkan pada
instansi ini tedoksana secora efekeif. Dan hanya 13.33% responden menilai
prosedur pelayanan dengan menggunakan perangkat layanan digital tidak mudah,
don 10.67% lainnya meniloi sangat fduk muadah.

Berdazarkan wanggapan résponden rerhadap kemudahan prosedur pelayanan
dengan menggunakan aplikasi digital padn instansi ini dapat dikatakan prosedur
pelayanannya mudah karena semua tohipan pelayanan yang ada sudah ditetopkon
berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Halmahera Bacar Momor 3.4 Tabun
2023 tentang Standar Operasicnal Prosedur Pelayanan Pendafuran Penduduk dan
Pencatatan Sipil. Sehingga melalui kebijakan tersebut memberikan pedoman bagi

wirga dan penyelenggara pelayvanan dalam melayami.



Sementara terdapat sebagian kecil responden yang membenkan penilaian
bahwa prosedur pelayanan tidak mudah bahkan ada vang menyatakan sangat tidak
muactuh, hal tersebat disebabkan oleh kondisi babewa tidak semua warsa memaham
dan dapal mengoperasikan  pemangkat fekhaologi komputer sehapai  sarana
pelayanan digital yang diterapkan puda instansi ini. Dari hasil wawanvara dengan
beberapa responden memben permyarnan vang sama bahwa “mereka masih meman
asing dan takurtakut menginput data sendini kedalam aplikasi program pelayanan
yang ada”, hal terschut juge dbenarkan vleh sulah seorang stal’ pelayanan di instansi
tni yang menyatakan babwe scebagian besar mosyarakat yanz  melakukan
pengurusan pada instansi ini tetap diarshkan dan dipandu dalam menggunabkan
perangkat komputer. Penilainn tersebut dibukiikan okeh peneli pada observasi
yang dilakukan teilihat balwa pelugas tetap melakuken penginputan data sendi
sesui dengan kebumshan pelavanan yang diperlukan oleh masynrakai,

Aspek dimensi sosialisas program vang diperlukan dodam  penerapan
pelayanan digiial adalal persyaratan dokumen seperi terlihat pada tabel berikut,
Tubel 4.8, INsinbusi frekuensi tanggapan responden mengenal  persyuratan

pelayanan
Mo Penilaian Frekuensi Persentase
I Sangat mudah 3l 41,33
2 Cukup mudah 22 867
3 Tidak mudah B 10,67
4 Sangat tidak mudah 7 9.33
Total 15 100
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Sebagaimana diketahui bahwa dalam penerapan pelayanan pada instansi
Dinas  Kependuduksn dan  Pencatatan  Sipil  sckalipun  sudah  dilakukan
mengrunakan  perangkat secara  digial, namun  dokumen-dokumen  vang
dipersyaratkan untuk pelavanan haik seperti pelavanan administrasi kependudukan
dan pelayanan percatatan sipil ietap dibuuhksn dokwmen pendukung. Dan hasil
penilaian responden sepert terlihat dolam Tabel 4.8 menunjukkan rerdapat 41,33%
responden menyatakan sangat mudah dan 38,67% lainnya menyatakan cukup
mudah. Secars ratu-ratn peniluian responden untuk aspek ini lebih dar 80%
berpandangon bohwa persyarstan pelayonan yang duentukan dolam mengurus
dokunven  kependudukan  dan  pencatatan  sipil mudah  saja dipenuhi. Darni
pengamatan yang dilakukan peneliti ethadap dokumen persysratan peliyunan
uniuk berbagai jems pelayanan vang ada pada instans ini terlihat sudab sangal jelas
renulis dalam SOF pelayanan yang dipasang pada papan informasi pelayanan yang
ada di nstansi ind sehingga hal wersebut modah dipenohi oleh masyarakar yang
membuaubkan pelayanan. Selzin itu informasi mengenai persyaratan pelayanan
juga dapat diakses pada aplikas Pemeriniah Deerah Kabupaten Halmahera Barag
dan juga pada website Dinas Kependudukan dan Peocatatan Sipil.

Beberapa responden yang memberikan penilaian pada kuesioner yang
diberikan menyatakan persyaratan pelavanan tidak mudah dan sangat tidak mudah,
setelah dilakukan bonfirmasi melalul wawancara ternyata para warga tersebut tidak
melakukan pencaran infomasi ierfelh dohulu pada websie Pemda miupun Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat sehingga
biasanyn mereka tidak membawa dokumen lengkap ketika datang ke koantor
melakukan pengurosan, Situasi sepeni ini vang menyebabkan terbambatnva proses

pelayanan karena petugas akan melakukan venfikas: persyaratan dokumen
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pendukung sebelum melakukan pelayanan lebih lanjut. Hal tersebut juga ditegaskan
oleh salah seorang petugas pelaksana pelayanan bahwa setiap peloyanan yang akan
diberikan kepada wargab harus membawa dan  memperibatkan  dokuomen
pendukung vang dipersyaratkan. Salah saln contoh pengurusan untuk penerbitan
Akte Kelahiran, syarat dokumen yang diperlukan adalah surmt keterangan labir
secar resmi dar mumah sokit atao tempat dimana anok esebut dilahickan,
3. Tujuan Program

Penerapan ¢-government dalam peluksanaan pelayunan pada instansi Dinas
Ecpendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barnt menggunakan
aplikasi perangkan digital komputer dan aplikasi Khusus yang sedal torsedia baik
peranghkat digital yang merupakan program nasional seperti aplikasi IKD (Identitas
Kependudukan Digital) maupun aplikasi yang merupakan inovasi instansi ind yait
aplikasi Lentern Sasadu Dukcapil. Ada dus aspek yang divkur uniuk melihat
efekuvitasnya yaitu kemodaban pelayanan, dan Kelancaran pelayanan.

Tabel 4.9. Distribusi frekuenst tanggapan responden mengenai kemudahan dalam
mengiakses pelavanan

Mo FPenilaan Frekuensi Persentuse
| Sangat mudah 35 46,607
4 Cukop mudah v | 38,67
3 Tadak mudah 9 12
4 Sangat tdak mudah 2 2.67
Total 75 100

Sumber: Hasil pengolahan data, Nopember 2024
Tanggapan responden mengenai kemudahan pelayanan pada instansi Dinas

Kependudukan dan Pencatstan Sipil Kabupaten Halmahers Barst berdasarkan
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pencrapan pelayanan secara digital atau penerapan e-government terlihat dalam
Tabel 4.9 di stas menunjukkan pada wmunva responden memberikan penilsian
bahwa pelayanan terlaksana secarn efektif yang terukur pada 46,67% responden
menilai sungat mudah mengakses pelayanan, dan 38,67% menyatakan cukup
mudah, Dun lainnya hanya 12% menyatuken tidak mudah, dan terdapat 2.67%
menibm sangal tidak mudah,

Penempan pelayunan berbasis digital dengan menggunakan aplikasi vang
sudah dirancang sesuai dengan kebutuhan pelayanan poda setiap instansi ermasuk
pada Dinas Kependudukan dan Pencatitan Sipil Kabupaten Halmahera Barat
seperts yung terlihat kelihatannya mudah, hanye saja persoalunnya adelah sebagian
besar warga yang membuotuhian pelavanan pada instansi ind sdolah pemula artinya
merekn belum permah menggunakan aphkasi vang ada. Berbeds nusalnya katau
masyarakal yang mesggunakan transaksi kenangan pada ATM (Anjungan Tunai
Mandiri) karena sudah sering mengeunakan fasilitas erebut sehinges mereka tdak
cangpung lagi memanfaatkon misalnya menak vang, rentransfer. bhahkon
sekarang dapal menyimipan/menyetor wing di mesin, Tetapi untuk memnafaatkan
aplikasi pelayanan yang disediakan paca stansi 10l mereka masih belum terbiasa
sehingga sebagian besar bahkan hampir semua pelayanan vang ada pada instansi
ini masih dibantu lapgsung oleh pefugas pelavanan, sehingga hal ini juga
berdampak pada terjadinve antrian pelayanan yang semestinya tidak perlu erjadi
ketika fasilitas digital pelayanan ini dioptimalkan,

Konsekuensi masih adanya warga yvong kurang memahami dan tidak

terampil dalam mengoperasionalkan perangkan pelovanan digital vang ada schingga
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berdampak pada kelancaran pelayanan. Penilaian responden mengenai kelancaran
pelayanan terlihat dalam tabel berik,

Tabel 4.10, Distribusi  frekuensi  tanggapan responden mengenai  keluncaran

pelayanan
No Penilaian Frekuensi Persentiase
1 Sangal lancer 20 26,67
2 —anupajmc; Fhaecs o4 4 _;I_ G 54.67
3 T“]—-M lancer 11 1467
4  Sangat tidak lancer s A T
Total 75 100

Sumber: Hasil pengolahan data, Nopember 2024

Tanggapan responden mengenai kelancaran pelayanan pada instansi Dinas
Eependadukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat seperti terlihat
dalam Tabel 4.10 di atas memperlihatkan frekuensi penilaian tertinggi adalah
responden yang memben penilninn cukup loncar dinyatakan schanyak 54.67%
responden, dan yany menilm cangst lancar sekitar 26.6/% nesponden. Dika
diperhatikan penilaian responden tersebut pada kaicgor penilasan efekif yakni
sangat lancar dan lancar, maka dapat dikatakan kelancaran pelayanan pada instansi
ini sudah efeknf. Mamund demikizn masih terdapat sebagian responden yang
menilai bahwa pelayanan kurang lancar seperti dikemukakan sebanyak 14.67%,
dan yang memberi penilaian sangat ddak lancar sebanyak 4% responden. Sehinga
hai i juga masih menjadi masalah yang perlu dibenahi dan diatasi.

Masth adanya beberupa responden yang menilai bahwa penerapan

dhigitahsas pelavanan ermvata belum seluruhnya dimilla lancar dalam mengakuses



pelayanan. dari pengamatan pencliti ditemukan bahwa tidak semua warga mampa
mengoperasikan sendin secars [angsung fasilitas pelayanan digital yang ada.
Sebagai contoh pads instunsi i sodah disediakan semacam mesin ATM untuk
dapat mencetak Kartu Keluarga, Karto Tanda Penduduk, Karu Kentitas Anak
tetupi miesin tersebat jarang  digunakan oleh warga securs langsung  yang
membutubkan pelayanan tersebul, sehungga hal tu juga membutubkan bantuan
petugnspegawal, Karcne jumleh pegawai juga terbatusa pada mstimsi in karena
selain yang beriugas melayani pekerjaan administrasi lainnya sehingga kondisi ini
yang membunt proses pelayanan sedikat melambat. Situasi imi terlibat pada masih
adanyn wurge yong antri lama menunggu proses pelayunan sempm selesar
Sebagaimuna dikemukokan olel salah seorang staf kantor ini dijeloskan bahwa
“hambatan pelayanan berbasis digital ini sdalah teretak pads kemumpuoan warga
vang masd rendah kecakapannya dalam mengoperasikan peranghat komputer
sehingga tetzp pegawai harus membantunya seperti menginput data, memproses,
mencetak tampai pelayanan telesai™
4. Pemantauan pelaksanaan program

Pemantavan pelaksamaan progron sebenamya masuk kedalam canah wugas
daripada pihak instansi yang berwenang untuk mengevaluasi kinerja sistem e-
govermment vang sudah ada. Seperti haloya vang diterapkan pada instansi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menggunakan perangkat digitalisasi
pelayenan untuk administrasi kependudukan menggunokan sistem vang teloh
disediakan oleh Kementerian Dalam Negen yakmi aplikasi 1KD  (Identitas

Rependudukan Digital. Uniuk mengeiahui sejavhmana efektivitas berfungsinya
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sistem digitalisasi pelavanan pada instansi ini dapat dilihat penilaian responden
sehagal berikut.

Tabel 4.11. Dnsinbust  frekvensi  anggapan  responden  mengenal  efekiivitas
berfungsinya sistem pelayanan digital

No Peailaian Frekuensi Perentase
| Sangat efekuif 28 3733
2 Cokupetekif: |31 | 493
3 Tidak efekuf 5 5.67
4 Sungat tidak efekiil 3 6,67
Tamal 75 100

Sumber: Hasil pengofahan data, Nopember 2024
Dari 75 responden dalam penelitian ini werdapat sebanyak 49,33% member
penilalan perangkar sistem digital pelavanan pada instansi Dinas Kependodukan
dan Pencatun Sipil cukup efekuf. dan 37,33% lainnya menyatakan sangat efckuf,
Dari pernyatian tersehut sccan rata-rata yang memberi nilai efeknif lebih 86%
artinva sistem digiralisasi pelayanan berjalan cfekif. Sekalipun demikian masih
terdapat 6,67% yang memberi penilaian tidak efekiif dan sangat tidak efektl,
Sistem digitalisosi pelayanan vang diterapkan pada instans ini terdapat dua
perangkat vaig sistem IKD (Kleniins Kependudukan Digital) yang menpakan
perangkat pelayanan digital untuk administrasi kependudukan vang meliputi
perangkat untuk pendaftaran, mutasi penduduk, penerbitan kartu kelvargn (KK},
Rartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak (KLA) Aplikasi ini erkoneksi
secirn nasional sehingga dalam pengoperusiannyu dan cksekusi pelayanan sangat
bergantung pada Kesiapan perangkat yang ada baik perangkat keras (frardworre ) dan

perangkai lonak Csafiware), Selain it juga sangat dipengaruhi odeh fakior geografis
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dan wpografl dari seatu wilayah misalnva kapasitas intermer vang kadang-kadang
mengalame gangguan signal schingga perangkat vang ada ndak dapat berfungsi
secar ophimal.

Berdasarkan hasil wawanear dengan salah seorang staf pelayanan pada
instansi imi juga menjelaskan bahwa biasa tegadi pelavanan terhenti karena
gangpoan nenworking misalnya kendala tekniz seperi lstrik padam, ganggoan
jaringan internet, dan pada waktu-waktu tertenty cistemn mengalami pelambatan
umtuk foading, kondisi ini discbabkan karens jalur komunikasi otau link yang ada
sangat sibuk sehingga mengalami owtage yukni situasi dimana akses koneksi ke
imernet wenjadi erputus atan tidak dapat diskses untuk jangks wakiu terentu
peayebabrya adalah ganggoan jaringan, atan kondisi cusca tenenns Kodisi
menyebabkan terhentinga pelavanan dan berakibal pada penundaan penyelesaion
dokumen yang dibutuhkan oleh wirga.

Efeknfoya penerapan e-government dengan berbagai aplibasi pelayanan
digital yang ada didalamnya adalah kemudahan operasional sistem.

Tubel 4.12, Isinbusi  frekuensi  tanggapan  responden  mengenai  efektivitas
kemudahan operasional sistem digitalisasi pelavanan

Mo Penilaian Frekuensi Persentase
I Sangat mudah 22 29,33
2 Cukup mudah 33 4,6
3 Tidak mudah 10 1333
4 Sangat tidak mudah 8 10,66
Total 75 1

Sumber: Hasil pengolahan data, Nopember 2024



Data dalam Tabel 4.12 memperlihatkan penilaian responden mengena
kemudahan penggunaan atau operasionalisasi sistem digitalisasi pelayanan yang
ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat.
Penilaion responden menunjukkan terdapat sebanyok 46.66% responden yang
menilai cukup mudah, dan 29.33% lainnys menyatakan sungut mudah. Dan lainnya
sekiter 13.33% menyatakon tdek mudab, dan 10.66% berpendapat sangat tidak
muduh.

Proses transformasi dari sistem pelayanan publik secara manual ke sisiem
pelayanan berbasis digstal online membutnhkan proses yang pangang, tidak hanyva
pada penyedinan peralotan beropa perangkat tekhnolog komputer seperii peranghat
kerns (hardware), perungkot lunak (voffwere) dan jaringan internet (retworking ).
Tetapi yung terpenting adalah aspek brainware yaitu kemampuan manusianys yang
terlibat dan terkoit dengan sisiem pelavanan digital terebut vals pengelola
lavaman, dan mesyarakal pengguna layanan atau yang dilayvand oleh instansi.

Berdasarkan hasil penelitian vang dipaparkan dalam tabe] frekuensi iersebut
diatas, maka berikut dupat dilihat peedikat penilaisn nesponden dan rekopitulas
data pada masing=masing indikator mengenai efekiivitas penerapan e-government
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera. Adapun
indikator efektivitas yang menjadi ukuran sebagai patokan penilaian yakni
ketepatan sasarn program. sosialisasi program, tojuan program. dan pemantaian
pelaksanaan program. Dan hasil penilaian responden pada setiap pertanyvaan

tersebut selanjuinya disajikan hasil rekapilasi sebagai berikut:
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Tabel 4,13, Rekapitulasi penilaian responden berdasarkan indikator efekiivitas
penerapan e-government pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Babupaten Halmahers Barat

Indikator Penilaian Skor Rata-rata Predikat

Penilaian
Ketepatan sasaran progeam 84,17 Sangat Efelktif
Sostalisasi Program 1T Cukup Efektif
Tujuan Pr_agr; ~~ A PBKA. _'Fﬁ,IE'T_’ E_uku_p_EFﬁ:iI
ml’-tnunmunn;ﬁlﬂ.hmm I’I'ngrlm T;.ﬁﬂ / " E.'uhlp Efekufl

Sumber: Husil pengolahan data, Nopember 2024

Hasil rekapinilasi pendspat dar 75 respanden penelitian ini memperlibatkan
securn rata-rata pada seiap indikator penelitian penilaian responden dengan
predikat paling tinggi vakni sangar efektif adalah indikator ketcpatan sasaran
program., Sementara indikator lainnya berada pada kategoni cukup efekiif.

C. Pembahasan

Berdasarkan hosil penelitian yang telah dipaparkan Ji atas, maka berikut
dilakokan pembahasan terhadap temuan-temusn penelifian berdasarkan indikaor
penclitian yang sudah ditentukan sebelumnya dan berdasarkan temuan penclitian
baik dari hasil oluhan kuesioner, wawancara dan observasi lopangan:
1. Ketepatan sasaran program

Pelaksannan program  e-govermmen  schenamya  merupakan  program
nasional yang sudah menjad kebijakan pemerintah melalui kebijukan tentang
SFRE (Sistemm  Pemerintahan  Berbasis

mengharuskan

Elektronik)  kebijakan  ini  sudah

instansi  lembags pomeriniah  sudah  mencropkan  dalam
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organisasinya  sistem  elektronik dalim fata  kelola organisasi. Dalam  hal
penyelenggaraan pelayanan publik berbagai inovasi vang telah dibum dan
diterapkan oleh setiap instansi penyelenggara peluyanan publik termasuk pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat Provinsi
Maluku Uhara,

Pencrapan e-govenmrent dalam penyelenggaraan pelayanan pada instuns
mi melipeti pelavanan sdmimstrasi kependudukan yung sudah mengounakan
perangkat aplikasi berbasi= komputer yang sudah disediakan oleh Kementenan
Dulam Negen RI Karena program ini bersifat nasional sebagai implementast dan
program KTP elektronik secora nasional, moka sefurch perangkat sistem peloyanan
elektronik ini vang mona apiikasinyg diboal oleh pemerniah pusat delam hal ini
Kementerion Dulam Negen, jadi instans Dinos Kependudokan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Halimahera Barat hanya sebagoi pengguna.

Ada dua dimensi yang menjadi ukuran efeklifaya kelepatin susaran program
sebagaimang dikemukakan oleh Budiani (2007) yakmi (a) Kesesuaian program
dengan target, dan (b pemenuhin Kebutuhan pelayanan, Kesesupion program
dengan penerapan e-government dinilai suwdah efekiil karena beberapa alasan vakni
bahwa program ini adalah program nasional yang mutlak harus dilaksanakan karena
dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Dalam hal pelayanan administrasi
kependudukian vang diterapkan untuk mengakomodir seluruh warga negara wajib
KTP, maka perlu dilakukan percepatan dengan menggunakan perangkal teknologi
komputer yang lerintegrasi secara nosional, maka disiniloh  diperlukannya

perangkal  cknologi schagai almt wama. Sejulan dengan i, maka  dalam
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pemenuhan kebutuhan pelayanan sudah bersesuaian dengan target pencapaian
tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan program ini yvakni keterjangkauan
pelayanan dan diperolehnyva data yang valid terkait dengan  administrasi
kependudukan. Hasil penilaian responden terhadap indikator i adalah sangat
elekil karena dipandang progrum berjalan dengan baik kurena dengan penyediaan
perangkat teknolog secara digital membenkan kemudahan pelavanan sehingga
pemenuban kebutvhun pelayanun tercapai. Dan beberapa hasil. Hasi! penclitian ini
sejalan dengan yang telah ditzmukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya seperti hasil
penelitianAlifrah Arum Muowardi dan Hendrn Sukmana (2023) yang ditulis dalam
artikel berjudul  Efektivites Website Plavon  Dukeapil  dolam  Pelayonan
Administrasi Kependudukan pada Pemerintegh Desa Penambangan termu dalam
Jumal Indonesian Journal of Publie Keviewm menemukun bahwa melalui
penerapan e-govermment pada digitalisais pelayvanan administrasi kependudukaon
sudah sesuai dengan kebutihan pelayanan yang diperlukan oleh nasyarakat.
2. Sosialisasi program

Sosialisust  progrom  adalah  penyampaion  informasi  terkail  dengan
penerapan esgovernment kepada seluruh masyarakat, sehingga segala hal rerkait
dengan persyaratan-persyaratan pelayanan dipahami oleh masyarakat, Ada dua
aspek vang dilihat pada indikator i vaiiu {a) prosedur pelayanan, dan (h)
persyaratan dokumen pelayanan. Dari kedua dimensi pengukuran vang digunakan
pada indikator ini menunjukkan penilaian responden techadap sosialisasi program
penerapan e-government pada pelayanan publik di Instansi Dinas Kependudukan

dan Pencaratan Sipil dapa dikaregorikan cukop efckinf,
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Temuan hasil penelitian ini scjalan dengan beberapa penclitian vang pemah
dilakukan pada beberapa instansi lainnya vang menyehutkan hahwa sosialisasi
program sangat penting supaya masvamakat vang membuotuhkan pelavanan sudah
dapat mempersiapkan diri dengan mempersiapkan pengetshuan dan memahami
cara mempergunakan eknologl infonmasi yang menjodi abst utema dalam
penyelenggarsan pelayanan pelayinan vang berbasis digital. Dan hasil penclitian
terdohulu (Rezal etal, 2022; Putri & Reviandani, 2023; Nurlalaetal., 2024: Taubig
et al, 2009) dapat diketahui buhwa sosialisasi peluksanaan program kadangkala
tingkat efektivitasnyn rendah yang terlihat pada munculnya kendola pelayvanan
dengan menggunakon teknologi informasi dianturanva kemompuan pe gowan dalam
mengoperasikan sistem digital vang ade, dan juga Keterbulasan kemampaan
masyarehot dalum mengeunakan uplikasi pelayanan berbasis digital
A Tujuan Program

Tuwjuan program adalah pencapaian sasaran pelayanan sesom dengan target
vang sudah ditennikan olell penyelengeara pelavanan. Ada-don dimensi yvang
dijadikan ukuran yaitn (a) kemudahan pelayanan, dan (b} kelancaran pelayanan.
Poda indikator ind penerapan e-govesnment puda instanst dapat dikotakan sedah
cukup efekiif, Korena progran é-government ini merupakan program nasional
sebagni implementasi dori sistem pemerintohan berbasis elektonik, maka poda
Dvinas Kependudukon dan Pencatatan Sipil di selumb Indonesia termasuk yang ada
di Kabupaten Halmahera Barat sudah menerapkan sistem pelavanan secara digial
online sehagai bagian daripada pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan

nasional.
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Pada indikator ini penilaian responden berada pada kategori cukup efekuf
berdasarkan penilaian pada dua dimensi yaitu kemuodahan, dan kelancaran
petayanan. Dilihat dan prosedur sistem pelavanan dan aplikasi vang digunakan
schenamys cukup muodabh dieperasionalkan begitu juga aspek  kemudahan
pelayanan. Schingga dapat dikatanun bahwa dengon adanya pelayanan secar
digrtahsas: im memberikan kemudahun bag pegawa pelaysnanuntuk membernkan
pelayanan kepada masyurakat, dan masvarakat juga meruss nyaman dan terbunty
dengan sistem pelayanan sccara digital ini, Hanya saja masih ditcmukan beberipa
hal yang memadi masalah umum dalam pelak<anaan pelayanan berhasis digital in
seperti penelitian vang dapat dilihat dant Nuralim dan Novasar (2023} vang
menjelosakan babwa tddek efekiifnye penerapan e-goverument dalam sisiem
informasi desa disebabkan dleh dua fakior vaitn Kapasitas sumber dayn monwsil
aparat dan ketersediaon infrastrokiur, hal vang sama juga die mukan pada instansi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terutama ketersediann infrastruktur
seperti dgnal intermet yang Ladang down (menoron stan meloobat) kemampuan
serwer  juga sangat  mompengarubl  Karéna sisem pelayanan  admimstras
kependudukan erpusal secar nasional sehingea kadangkala lavanan melambat,

4. Pemantanan sasaran program

Pemantouan sasaran progrum dilaksanakan oleh pimpinan instanss atau
pemngas vang memiliki kewenangan untuk melihat sejavhmana efektivitas
pelaksanaan  penerapan  e-government pada  berhagai jonis  pelayanan  yang
dilaksanakan. Pemantauan ini sebagal bentuk monitonng dan evaluasi yvang

menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas pelavanan,
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Indikator pemantavan sasaran program ini dari penilaian responden berada
pada kategon cokup baik dan dua dimenss vang menjadi pengukuran indikator ini
vailu berfungsinya sistem dan kemudishan dalam mengoperasikan sistem. Sejauh
pemantanan yang terlihar bahwa sistem pelayanan secara digital pada instansi ini
berjalan baik dan lancar, hanya saja memang pada wakio-wakin tertentu spabila
pads jom sibuk pelayanan dan jumiah warga yvang dilayani cokup banyak
kadsnghkals mengalami kelanbatan, karena pelayaisn administrasi kependodukan
ini bersifat nasiona! sehingea server tethubung ke operator pusat di Jakaria, Hal ini
Juga kadangkala terhadi gangguan teknis seperti signal internet yong tidak stebil,
Khusus untuk peranghkat berups sarana teknologi komunikasi berbasis komputer
yung digunakan pada instansi ini sudah baik karena semua fasilitas diperadakan
aleh pemerintab pusat dalam bal ini Kemenerian Dalam Negeri,

Uniuk  kemudahan pelayanan, bagi masvarakat vang  menggunakan
perangkat aplikasi pelayanan digital vang lersedia tedihar warga masih kurang
terampil dalam menggunakan fasilitas yang ada schingga selalu dibantu oleh
petugas yang mda terutama dalsm melakukan penginputan data dan mencetak
dokumen kependudukan yang diperlukan. Dalam pelayanan digital ini sebenarmya
setiap warga sudah dapat melakukan sendin dengan menggunakan perangkal vang
dimiliki baik melaiui HP (mobile phone), laptop dan kemputer namun hal ind tidak
dilakukan, sehingga mereka datang ke kantor untuk memperoleh pelayanan dan
diangan lanesung oleh petugas, seper halonyva untuk penguruson KTP dan Kartu
Keluarga misalnya dapat dilakukan dalam aplikasi ITKD (Identitas Kependudukan
Drigntaly. Hasil temuan ini sejalan dengan yang demukan jugs pada beberapa
penelitian terkat depgan penerapan digitalisasi pelavanan pada berbagai instansi |,
kendala yang ada pada kemampuan pegawai dalam mengnperasikan sistem digital
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aplikasi pelayanan berbasis sehingga tetap saja masyarekat masih datang ke kantor
untuk memperoleh pelayanan, (Oktavia & Choiriyah, 2023; Safira et al., 2022),




BABY
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan tentang Efektivitas Penerapan
E-Government Di Dinas Kependudukan Dan  Pencatamuan  Sipil  Kabupalen
Halmahers Barat, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikun;
|. Ketepatan sasaran program dalam penerupan e-gaversment dan dua dimensi

pengukuran yang terdapat didalamnys yaity kesesuman program dengan target,
dan pernenuhan kebutuhan pelayanan. Hasil penilaian responden mencapai skor
total 84,17 persen, jika didiskusikan dengam siandar skor penilaian efektivitas
yang sudah ditentukan, maka pencapatan skor ini berada pada kategon sangan
efekif.

L]

. Sosialisasi program sudah terlaksana cukop efektif, sesual dengan penilaian
responden mencapm skor rata-raln 7917 persen.  Berdusarkan  penilaian
respomden puda dua dimensi pengukuran vang ada vakni prosedur pelayinan,
dan persyaratan dokumen pelayanan dinilai sudah terlaksana dengan baik antinya
progrum penerapan digitalisas pelnanan tersosialisasikan dengan buik yuang
terlibial  dipahaminya prosedur pelayanan oleh wargn yang membutuhkan
pelavaman, dan persyaratan dokumen pelavanan juga diketahui dengan baik
karena pihak  penyelenggara pelavanan  sudah  mensosialisasi  dengan
menyampaikian informasi pelayanan di kantor atau website resmi Kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatn Sipil Kabupaten Halmahera Barat.

3 Tujuan program peperapan e-govermment sudah tercapal dengan baik. Hasil

penilaian responden mepunjukkan skor rata-raa penilaian pada doa dimensi

1]



pelayanan mencapai skor 76,67 persen atau penilaian sudah cukup efekiif,




B.

Saran

Berdusarkan temuan  hasil penelitian yang  disimpulkan  diatas  yang

menunjukkan bahwa efekuvitas penerapan e-povernment melalnn digitalisas

pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipml Kabupatén Halmahera

Barat Provinsi Muluki Utara sudih teclaksana baik atau beruda pada kategon cukup

efeknl, nomun terdapat beberpa bal vang perlu dizamnkan ontuk mengopimalkan

penerapan e-governmnend sebagai berikut:

L

[ o8]

Untuk Dinas Kependudukan dun Pencatatan Sipil Kabupaten Hulmabers Baral:
Berikan pelatihan secara berkala kepada pegawai agar mereka trampil
menggunakan teknologi e-government dan mampu membantu masyarakat yang
mengalami kesulitan.,

. Bediaksn pusat bantuan ofline yaitu dengan menupaskan salasatu pegawni dinas

kependudukan dan pencaiatan sipil disetiap kantor kecamaian sntuk membantu
melavani masvarakat vanyg tidak memiliki akses stan kemamptian menggunakan
aplikasi e-government.

Lakukan evaluasi secara berkala terhadap pengrunasn e-government untuk
mengidentifikasi kendala serta memperbaiki kekurangan dalam pelfayanan,

. Untuk Masyarakar:

. Berikan unpan balik kepada dinas tentang masalah vang dihadaps saat
menggunakan aplikasi, schingga dinas dapat melakukan perbaikon  yang
diperiukan,

Bersifat proakaf dalam memanfaatkan lavanan e-government untuk wrusan

administrast  kependudukan seperti pembuatan e-kitp, kartu keluarga, akta
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